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Latar Belakag :1 ,.      , ..   .   .·  .. , . .. ,       : . .    ..     ... 

·Pemyataan otonomi milik m syarakat dan.masyarakat sebagai 

dan bukan objek. Pe'ngejawantahan d sentralisasi adalah otonomi .daerah • dan·. 

daerah 'otonom. Baik dalam definisl  aerah' oton'om' maupun otonomi daerah 

. . . . mengandung elemen 'wewenang meng tur dan mengurus. Wewenang. .  ' . . . .. 

.... , . dan  mengurus  meru'pakan  substansl  otonoml  daerah " yang ,·dlselenggarakan 

.secara  konseptual  oleh Pemerintah aerah. Keberadaari daerah otonom i di 

Indonesia sebenarnya tidak terlepas d ri eksistensi Undang-Undang Nomor 23 

· Tahun 2014 tentang Pemerintah Daera  sebagaimana telah beberapa kali, diubah ' 

terakhir dengan UndangUndang Nomo  32.Tahun 2004 Tentang Pemenntahaan · 

· ; · ·.Daecah. Berctasarkan' Und'ang-Undang Nomor ·23 Tahu'n. 2014 ·dan ketentua'n 

: ' UndangUndang yang .terkait dengan otonomi daerah memang memberikan . . 

· peluang dan bahkan keleluasaan kepa a daerah untuk dapatmenyelenggaraka·n· : i 

' daerah . dan  rumah ,,tangganya .send ri 'sesuai  dengan . ketentuan  peraturan'.: 
. · : •-      · , I  . · ,   -· '    ·I. !. 

· perundang-undangan .:yang berlaku. H 1 .. tersebut dapat dilihat pada .konsideran .· . 

menimbang Undang-Undang . Nomor 3 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan ' ' 
Daerah yang mengatur: .· · ··· : · ·  . ! · 

.· "bahwa penyelenggaraan pemerintaha daerah · diarahkan  utuk  mepercepat 

!  '·  terwujudnya kesejahteraari ' 'rnasya kat melalui . ' peningkatan  : pelayanan, " 

pembefdayaan, dan 'peran serta ma yarakat, .serta peningkatan daya • Saing 
daerah 'dengan mern'perhatikan prinsi  'demokrasi, pemerataan, keadilan,\dan 

. kekhasan suatu daerah dalam sistm N gara Kesatuao Republik Indonesia".'; !.. , i j 

. .• ·.· •. Maka' dengan  merujuk  ke ada  ketentuan  konsideran menirnbang . 
Ung-Undang Nomor 23 iTatiun 20  4   entang  Pemerintahan Daerah di atas 
terlihatlah bahwa pada intinya: dalam penyelenggaraari .· pemerintatian · 

merujuk kepada asas' otonomi dan tug s pembantuan.. Namun, yang terpenting· 

adalah dalam penyele'nggaraan otonom daerah derigan mengurus urusan daerah 

sendiri : harus '  mengedepankan'   tuj an  : untuk . . mempercepat. :' terwujudriya•• .. 

kesejahteraan  masyarakat  rnlalui pen    gkatari, pelayanan,:pembefdayaan: dan 

peran  ; serta ., masyarakat, ! serta   pe ingkatan ; daya   saing : daerah ,.• dengan :. 

memperhatikan prinsip demokrasi, : p merataan, keadilan, keistirnewaan ;dan 
kekhususan suatu daerah. !   . · ·•· ·. ·  ·. . :   : · ,   : . !: . · : : ' ,:: ! ;;;    !' i . 

Dengan  lahirnya  Undang-  ndang  Nomor 32  Tahun 2004 tentang '· 
.Pemerintahan Daerah yang telah diu ah dengan Undang-Undang Nomor 23 ; : 

.   Tahun 2014  tentang Penierintahan 0 erah sebagaimana telah diubah terakhlr: : 
.· . dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah n 2015 .Tentang Perubahan Kedua' Ata's : · 

· Undang-Undang Nomor 23 Tah.un 20 4 :Tentang Pemerintahan .  Oaerah danL 
Undang-Undang  Republik indonesia  Nomo'r: 6 Tahun· 2014  tentang . Desa: 
memberikan kesempatan kepada masy rakat desa untuk mengatur dan merig'urus : 
rumah . tangganya  sendiri, ' dengan : persyaratan . yang . diamanatkan  yakni 

diselenggarakan dengan memperhatik n prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan, ' · keadllan; serta. ·. memperhatikan · potensi  .dan 

keanekaragaman 'daerah  Masyaraka memiliki : peran : cukup  sentral: u'ntuk 

. menentukan pilihan kebijakan .yang se uai dengan kebutuhan dan aspirasinya: 

Masyarakat memiliki kedaulatan yang kup luas untuk menentukan orientasi . 
. • . ,1         " .     . . ' ' . . . , . 
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•·.      : ' ..... .! •••.     :·  !: ; : •. : ' >  '   ; ' .'i' ! ' ,!,,:::., : • 
arah kebijakan pembangunan yang dik hendaki. Nilai-nilai kedautatan setayaknya ., : · 

dibangun sebagai kebutuhan 'kolektif asyarakat dan bebas dari kepentingan : :. ' 
individu dan atau golongan. Usaha unt menggalakkan pembangunan desa·yarig' ·; 
dimaksUdkan . untuk memperbaiki dan meningkatkan 'taraf. hidup serta kondisi• .' i :• 
sosial  masyarakat  desa  yang ' meru akan' 'bagian. terbeSar dari ; masyarakat' :;' .•· 

Indonesia, melibatkan tiga : pihak, yai pemerintah,' .swasta dan warga : 

Oalam prakteknya,  peran ' dan ·prak rsa p'emerintah masih . dominan · dalam.•. 
perencanaan dan pelaksanaari. mau  n un'tuk meningkatkan keSadaran.•. dan' 
k.m timp.i•n  teknl1 W.rg1! ·dH•  dal  m . pemb1nounan ., c:t•M.,. Berblgal { teorl 
mengatakan, bahwa i kesadanm, dan a.rtiSi!)Hi Wl\F§ §§S   ffi@fljacli :· kuncl 
keberhasilan pembangunan desa."  ·· , " '   :    . :    . , : ' l : • . , .: '. : ' .. 
. •• . Pembangunan perdesaan  idak mtlak hanya membicarakan sektor ' 

pertanian.   Pembangunari : peidesaa hendaknya ditinjau '  ·dalam . konteks" ! 

transfonnasiekonomi, struktur sosial, k lembagaan dan cara-cara kerja' didaerah' : 

pedesaan  pada. : mass  mendatang.  Transformasi ini  mencakup i berbagai ... 

perubahan kelembagaan, 'sistem penyu uhari dan komunikasi pembangunan' y'ang' ;. 

efektif. Semua iniperiu ditopang oleh i vestasi pemerintah yang memadai dalam .; 

infrastruktur serta pen'elitian dan penge  bangan·perde5aan.1,: .: ·' ..  .· :   .   . . 

· Menurut Undang-Undang Nomo'r , 6 Tahun 2014 tentang : Des{: 

dijelaskan bahwa desa adalah 'desa d n 'desa adaf atau yang disebut dengan ,: 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, dalah kesatuari masyarakat hukum'yan'g':; 

memiNki batas wilayah yang berwena ' untuk mengatur 'dan mengurus uruS&n ' : 

pemerintahan, ·. kepentingan masya kat •· setempat bQrdasarkan ; prakaraa'' ; 

masyarakat, hak asai usul,: dan/atau ak tra.disional yang diakui dan; dihormati :· 

dalam sistem pemerintahan Negara Ke tuan Republik Indonesia.···· ;: .1     . . ·.·   .· 

, .: Untuk i membawa  desa , .p da  derajat .otonomi  yang . rarti   da·n 

•· mengarah pada kemandirian'desa; f;;ik r kemampuan mengelo1a aset'deS& . , 

potensi 'desa merupakan· ciri . utama · ng menunjukkan , suatu daerah· otonom > 

mampu' berotonomi. "desa diharapkan memiliki kewenangan ' dan· kemampuan ' ,; 

untuk menggali potensi •. desa, ,.men elola : dan ' hasilnya : digunakan ' untuk " : 

penyelenggaraan.•.pembangunan .• desa  serta' untuk'' kesejahteraan :m'asyarakat : : 

desa.Pqelolaan. potensidesa,.salah    atunya bisa dilakukan dengan mendinkan\ ] 
Ba

'   

dan us
.

aha Milik De
·

s
'  

a (BUM Desa). · · • • 
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· ·. ..

··
 '

' 
' ··

'·

..·· 
,'.

'"
.   

.
·'

i 
:

·  
·

 

•·.•   ·1      -1. ·: 

>'  ., 

,   .· . BUM Desaa 'meri.ipakan   agian' ·dari kegiatan ekonomi'. Apabila : : . ' 

' . membicarakan sistem hukum ekonomi yang dipraktikan oleh Warga' masyarakat L i :  

i·  ••   islam maka ditemukan  sistem)iukurrl.    konomi konvensional dan.sistem  hukmH·i 

ekonoml  syari'ah.;  Dengan  melihat ayoritas ; masyarakat  yang  berada ; d;:'q 

Kabupaten Pangandaran.·beragama isl  ·'· maka dalam hal pengelolaarinya BUM ·••· :i i:' · 
Dess yang berada di Kabupaten Panga daran bisa berlandaskan syari'ah'. < ' ::.·: i;•, .'.j ' ,) 

·.· · Menurut uu RI No 6 Tahu  2014 dan Pennen Desa, Pembangunan :; :;:,: : · · 

Daerah TertinggalRI No 4 Tahun 201s:  · ·· · · · ;: . : : :. · ··· L :.: ' : · ' 

' "Sadan Usaha Milik . Desa  yang selanjutnya disebut BUM ·! 

adalah badan usaha 'yang seluruh ata  sebagian besar, modalnya dimiliki,.oleh ': :: ' 
· Desa melaluipenyertaan se6ara langsu g yang berasaldari k:ekayaan Desa 'ya'ng' ·>'< 

dipisahbn  guna  mengelola : aset, ., jas   ' pelayanan,  dan ' usaha. lainnya' 'IJntuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan·masya akat Oesa•.: . · . " 
  ••  ..    •,  '·     :1 ;" • "• • ' .•= ····   !' i· .. 

 
.•, . 

1 .: . :· ;; ··:··:. .+ · ; ; . 
Perkin$, C.H.,D.R. Snoograss, M. Gilis, and   . Ruemer. 2001.Economics of D1tvetopment. Fifth 

· ·  Edition.W.W.Norton and Co.London. · · · 
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- - Dalam pasal87 uu No s Ta  un 2o'14 tetang Desa'dijelaskan: 

:• .(1) Oesa dapat mendirikan Badan U ha Milik Desa yang.disebut BUM Desii :' _ 
(2) -  : BUM Desa dikelola _   de  gan . j     semangat  '   kekeluarga-an·  !  dan 

kegotongroyongan'. '· ·: ·_ : ·• : ' 

(3) _  BUM  Desa --  dapat  menjalank n ·usaha _di: bidang _ _ 

- -- pelayanan umum sesuai dengan ket ntuan'peraturan perundang-undangan.' 

UUinisejalan dengan Permendes Pasa 4 No-4 Tahun 2015: ' - :i . j' ;:! 
. ; _- (1) Cesa dapat mendirikan BUM-- D sa berdasarkan Peraturan Desa tentanlil 

Pendirian BUM Desa;· , _ _ .. _ . _ . : - .; . _   _    , _    : : _  . ·  :.·i 

: . {2) Desa dapat mendirikan BUM D sa'sebagaimana dimaksud pad'a aya\'(1) 
dengan mempertimbangkan:_  '  . ·- · : • _ _ _ _ •· i '·- 
'a. inisiatif Pemerintah Desa dan/ tau masyarakat Desa; . , 
b. potensi\Jsaha ekonomi Desa; ·- ' :• : ·  · · ' · 

c.sumberdaya'alam di Desa; . , _ _ _ _ _ 

 

 
_ • . 
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;., ·... 

d. sumberdaya manusia yang m mpu men'geloia BUM Desa; dan' •:, ; .j: . 
: •: ·. . .. .. .  .,   , ., '··I : .. 

e.penyertaan modal dari Pemeri tah Desa dalam bentuk pembiayaan dan 

kekayaan Desa yang diserahka  untuk'dikelola' sebagaibagian dariIS8ha 

. BUM DesaJ ·:l   . ; : ; :; , L: : · · ' " . - , _ . .!:, . H :··: 
_   ,-               •        Dalam rangka mel.aksanaka  kewe'nangan desa, pe'merintah-ded.an 

·'masyarakat desa i bisa mel'ldirikan B M Desa untuk pembanguan desa_ ·dan 

kesejahteraan 'masyarakat 'desa.: Sala satunya ,memaksimalkan potensi_desa 

yakni aset Desa dapat beru'pa tanah k s oeia,tanah_ ulayat, pa$ar Desa, 'r)asar 

hewan,.tambatan: perahu,  bangunan     esa,- 'pelelangan 'ikan •-  pelelangan  hasil 

pertanian, hutan milik Desa;· mata air milik Desa,' pemandian umum,': dari aset 
lainnya milik Desa.   i! ''    -   :!        ' _                 '   -   '- '   · ·        _        : ' '    : '    · ·! ; ·     H i 
·:  .       ·•-   . Dalam hal ini,BUM Desa bu an hanya milik pemerintah desa saja dan 

- keseluruhan penyertaan modalnya pun bukan hanya dari aset desa, akan tetapi' 

masyarakat bisa me'nyertakan :modal dalam' pendirian ·dan pengelolaan :BUM 

Desa. Sehingga melaluiBUM Desa ini, desa yang selama ini diperankan sebagai 

figuran dan objek, berubah peran' seb gai aktor. Oalam mengembangkan 

desa, pemerintah mengembangkan p en'si-potensi yang'ada 'pada masyarakat 
desa. -        ,      iii                         .   !-          :   - - ' ,. .      <: ! , - , -- -- : ;.-- - •! .   ' ' !!:;!- 

_ , Kabupaten Pangandaran a alah safah : satu kabupaten ;_ di·Provinsi 

Jawa  Barat  dengan''  Parigi sbagai  ibu ·kotanya. t  Kabupaten· Pangandaran 

·merupakan Daerah Otonomi Baru (DO ) hasilpe'mekaran dari Kabupaten Ciamis 

·yang  disahkan  dengan •.• Undang-Un ang   Nomor -  21  Tahun·: 2012 • tentang' 

· pembentukan Kabupaten: Parigandara di Provinsi Jawa Baral.Kabupaten' ini 

berbatasan  dengan Kabupaten ,Cia  dan'Kota  Banjar di ! 'utara, Kabupaten' - 
Cilacap di timur,Samudera · Hindia di elatan,' serta Kabupaten Tasikmalaya di 

barat. . ·       - · i:n:r 
Jumlah penduduk Kabupat n. Pangandaran sebanyak ' 450.658 j wa 

yang tersebar di 93 'desa yang melip ti 10 kecamatari,- yaitu :"1) ·cigugur, 2) 

Cijulang,  3)  Cimerak,  4)  Kalipucang,  sj LSngkaplancar, :6)  Mangunjaya; : '7) 

Padaherang, 8) Pan'gandaran.:, 9) Pa ·9;, ·dan 1O) - Sidamulih. - Adapun • moto 

kabupaten Pangandaran yaitu'· .Jay _      Karsa _ Makarya _ Praja.• _ "Jaya : 

' kemenangan, keunggulan, _ Kiirsa ada h' ide-ide' atau - daya _ cipta •. yang -- selalu' 
unggulsukses dala. ·mI·pembang'u..nan  akarya' adalah me. .ndirikan mem..ban,gun,' 
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mengeakan  hasil pekerjaannya ..inda dan megah, sedangkan ·Praja adalah : : 

Nara. atau negeri danpemeri tahan  a'ng kuat tegar dan.tngguh.· 1      .  .    ···; . · l : !; ;:·; : 
Mengingat pentingnya posi idesa dan adanya potensi wilayah desa f :i· 

yang luas menjadi tantangan bagi pe erintah daerah urituk mewuJudkan desa ii : 
menjadi lebih berdaya..Pemerintah . erah: perlu membuat kebijakan daerah 

, berupa .· Peraturan. Daerah kh.ususny •· yang mengatur•.. mengenai tata J eara i ) •! · 
pembentukan BUM Desa untuk meng Iola potensi desa 'yang dimilikl. sehingga j;  .l 
akhimya bisa memberikan kesejahtera npada rakyat. : ' •  ·  : J ; ::;l:H , 

· ·. BldenttflkaslMasal  h · : . ,, ,. ;; : :•   : : : ' . .:· . ... f .. :: !•   f . . , i.·J;' .';' { '· :· ' 
. . Berdasarkan uraian pada lat r. belakang tersebut di atas, make dapat ·· 

. ·dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : ... . . .· . :", . i '.' ...· · 
. 1.  Permasalahan apa yang dihadap diKabupaten Parigandaran terkait B·adan i: •; 

Usaha Milik Cesa? " ' : . . .•. . .    ·, . . ·· · ' · : ,; . •·.. :j ... 

Mengapa perlu' Rancangan Pe un Daerah  sebagai'dasar ' pemecahani' 

masalah. Kabu'paten •i Panganda  n ,. mengenai. Tata Cara Pembentukan !: . •: " . 

Badan Usaha Milik Desa?. i · . · ·· :.  .,  ·: :.  .: • :.: · i :f ' i ' ! :d 

Apakah yang rrienjadi das'ar perti  bangan pembentukan Peraturan Daerah [ ') 

Kabupaten Pangandaran menge ai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha : - :i. 
Milik Desa? ; ·[ .: . U (.! : . ! ' !   . : : ,,. · ·   :   '   ! :   ! . , ' !H 

.B agaimanakah isasaran utama t rhadap pembentukan Peraturan 
Daerah ,. •: , Kabupaten Pan'gandaran menge ai Tata Cara Pembentukan 
BadanUsaha. :·i • 

1 

,Tuj e  :uaan Keitan P nyusunan Nkah Akademik .  , : . '; ! ' i ] i j " ' ''. ' 
Sebagaimana uraian ruan fingkup dan identifikasi niasalah'\ ang '· 

.•. dikemukakan  di. atas;  maka '. tuju n dan" kegunaan . penyusunan  naskah , ' 

akademik adalah sebagaibenkut: < , · . ! , •   ...          , , :: ' .•· .· .• . ·  ,,,    L . • L , i!, L 
· 1. Merumuskan   ha!  atauipeima alahan• : yang   dihadapi ' di :: Kabupaten ::., 

Pangandaran terkailBadan Usa a Milik Desa..: ' . . . : . . : . 

Merumuskan diperlukan 'atau· ti aknya pembentukan Peraturan, Daerahj .: 

Kabupaten Pan'gandaran menge ai Tata Cara Pembentukan Badan Usaha : ,; 

MiHk Desa.:, : ;• . I :    ; ' '  i ' : .  . ...  . i :  i 
1 

Merumuskan    :asar.! 'pertimba     an pembentukan . Peraturan ,· Oaerah) : 

·Kabupaten Pan'gandaran menge ai Tata Cara Pembentukan Badan Usahar:,, 
Milik Desa. i :I .: , ; , .. . ! : , '}i : i!i:"t ' 
Merumuskan sasaran ·, utama te adap pembentukan Peraturan.· Daerah ;, 'J 
Kabupaten Pan'gandaran menge ai Tata·Cara Pembentukari·.Badan Usaha : ! :• 

Milik Oesa. : !'    ':  ·   •  i <T i !fr 
Adapun kegunannya adalah: . . '  ,  1 .'"' >in; ,;, 

'1. Sebagai acuan atau' referensi enyusunan dan : pembahasan 

mengenai Tata Cara Pembentuk n BUM Cesa. . . : 
Untuk    menyia.pkari  !rumusan onsep   Raperda ::  tentang . . . L, 
Pembentuakan; BUM . !· Oesa : yang ' : komprehensif • ..··  dari : . dapat !' ' 

dipertanggungjawabkan : secara . 1losofis, yuridis dan so'siologis .sehingga ;' ' 

peraturan daerah yang akan·di  rlakukan dapat efektif dan efisien 'serta ': i 
·diterima mas.yarakat• ;'! -'' .- '.·, .';·, ·  
·· 

. ·: ''     ..  i ;  ' , ; ·;: :::·: ' · ': _ ; : 
.:' 

'. · :i :    I
"
·
ii -:,.:: ': :•.:.i.:', ...: 

Bagi pemedntah · daerah' Kabu aten .Pangandaran ·, diperlukan: sebagai ;f 
payung hukum ..  dalam ; meni gkatkan kualitas ?erencanaan, ·. serta : : ' 
implementasi dalam pengelolaan UM Desa di Kabupaten Pangandaran.' ·i,:' : :!, •·.i 

. '11 . ! . ' " .. . ' "····    . 

!!:. 

! 
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:i 
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Bagi masyarakat sebagai landa an hukum dan kepastian hukum ' dalam 

Tata Cara Pembentukan Sadan   saha Milik Desa... • · ···    ·. , 

C
•    Metode ' :. ·.1 . . . ·•   ,. : : . . : .:. .. ... .  .. 

! ;: ; !: . 

:, . . . ·:. ···• 
 
 

·1 ' , .• 

,. Penyusunan  naskah :::    akade  ik · ini berdasarkan  ; penelitian  yuridis 

normatif  (legal research).  Bertalian ' d  ngan i penelitian 'normatif,  Pen.elitia'n' ini 

: . dilakukan   dengan'   Cara : mengumpul an, •• menganalisis, :::    . mengevaluasl, : dan 

mensitesa  bahan huk'um yang berkait dengan Badan Usaha Milik Desa' baik 
.    berupa  konsepsi-konsepsi, asas-asas ukum,  prinsip-prinsip  hukurri.  isi  kaidah 

·. .. : hukum,sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Oaerah yang akan 
disusun :  dengan .· : pernturan ·:perunda  gundangan  , yang ...    lebih ., tinggi    'serta 

membandingankan  P.eraturan  Daerah  tentang  tata  cara  pembentl.Jkan  Badan 

Usaha Milik Desa yang ada di daerah lai  .. :  . . . ."  . · : ; , . . ." ; · 

": · · :. Penelitian ini meliputi studi k pustakaan· untuk ·menggali bahan-bShanT :! . · 

hukum,yang     meliputi:'i · ·: ::.··i '' ..• . . . ··  : : : ; . ' ) .· , .! ..  . •.: : •· ! !. :" : 'LT.}. : i 
1.. .Bahan hukum primer yaitu bahan hu um ya'ng 'mengikat; terdiri dari: : ' , ; l. , , ; , . :·; . . 

·. 'a. Sumber-sunit:ie'r  hukum J nasion I·• yang  berkaitan• dengan ' ngaturan   : :i 

tentang   kewenangan·  daerah alam   Pengelolaar\   Sadan "Usaha  ·Milik  ':! 
·Daerah yang terdiri dari Undan   Dasar Negara Republik l donesia 1945 !i n . 

'I ' .   • 1 : ·-'      . ..   :. ' l.i·I. •' 

dan   Asas-asas    atau    prinsip-  rinsip : .hukum   umum · .yang  •·berkaitan ;;;       ; 
pelaksanaari  otonomi d.aerah.   , · . · ' ' · ·   ., ·. .. ·    .· .··.· ·' ··· 

Peraturan-peraturan   ;  peru'ndan  -undangan  : yang ..     berkaitan i  . d.ngari 

penyusunan  peraturan  perunda  g-undangan . di tingkat  daerah. tentang i ; 
pembentun Badan Usaha Milik Desa. ;  ' .. .  ; , '  ' ' .. . ,f ! . i t ' r ' 

·Bahan  hukum  sekunder,'.yaitu  batl  n·.yang  memberikan  penjelasa .·tentang ' .' 
· bahan hukum primer,  a·ntara lain ber     pa: , • ·.. . .. , J . ·. :. : : ' ' ' '. 
a. Bersifat umum yaitu buku-buku t   s. . i . ' . : ' ; ;• .· ;, ;:,:: !'' :;J 

·. b. Beraifat khusus yaitu jumal,lap ran hasil' penelitian', terbitan'berka a dan 
lain-lain. ' :::       : · . : ' '    ···    ;- . ·• ::   · · · 

. Tulisan yang .dipublikasikan, do 

bidang ilmu lain yang menunjang . , 

. ·. Pada ·pene11tiani hukum ·n 

dasar yang dalam" (ilmu)'pen.elitian   igolongkan sebagaidata sekurider. Data 

. sekunder tersebut mempunyai rua g · lingkup yang sangat luas, , sehingga 

meliputi suratsurat pribadi, buku-b ku, sampai pada dokumen ' resmi. yang 

dikeluarkan oleh pemerintah.;,  : . :• . : . • 

Bahan hukum tersier, yaitu' yang  m  rnberikan informasi lebihlajut'meenai i: ·; 
bahan hukum· primer da'n.bahan  h kum  sekunder antara lain ·yaitu'.  Karnus  " 

hukum dan Kamus Bahasa lndonesi  .·  :  ; · :   · : ·· · ·. ; ·,;:, · : ; ;: ' : L 
1 

, .Seisin bahan hukum juga digunaka   dat sekun'der berupa bahan non hukun ·: ; 

merus>8kan data dan dokumenyang te ait dengan Sadan Usaha Milik ! .!>):/ 
·1 •• • • ,.     • , ....  .. .   '::= • ·= .. I.... ; 

. ': : ·   Metode yuridis yang diguna andilakukan melalui studi pustaka yang ·· 

menelaah  data  sekunder  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan, putusan :· 

· pengadilan, perjanjian, kontrak 'atau ·d kume'n' hukum lainnya hasil peneUtianJ.; 

.     hasilpengkajian dan referen'si lainnya rta dapat dilengkapidengan wawanc8.raJ 
diskusi dan rapat dengar peridap.at.  ·· ·  ·...    o! : ! : i :  :!: : 

.• ...•. · ...  Sedangkan  '  metode,  yuridi 

penelitian  yang  diawali  dengan :pen  itian  normatif  yang · dilanjutkan  dengan ·:·: 

observasi yang mendalam untuk'menda atkan data faktor non hukum yang terkai( 
!! ; ., I . . 

:I 

·:i 

'I 
'I 

:1 
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.  . ' •. . . :11 .    ' '  ' ',     ' ' ., ' ' .: ;i,:!...,'. ,: 
dan berpengaruh terhadap peraturan p rundang-undangan yang diteliti mengenai 

·.Badan Usaha Milik Desa. .  '' · ·  · '· ! • ' .: ;. L ';: ·L :;j. 
Perbedaan antara penelitia   hukum'normatif dengan penelitian hukum : 

sosiologis,  dapat · di.uraikan karakteri tik yang , dimiliki :oleh ·penetitian  hukum ,·: 

Sosiologis (Amirud 'dan Asikin,2006 :13 -134) yaltu sebagaibrikut; i.  .·. :i , .  !  : • : i: ' : 
. a. Seperti : halnya pada l pen litian·: hukum •.: normatif  yang (hanya) : : 

menggunakan bahan kepust kaan sebagai data sekundernya, i maka', : 
penelitian 'h'ukum yang sosi ogis, juga menggunakan data. sekunder > 

· . . sebagai data awalnya; yang   emudian dilanjutkan dengan data primer ;: 
· atau   data ·! lapari.gan.' . Den an   dmikian,   penelitian   hukm : yang .: · 

,. sosiologis tetap .. bertumpu ada premis , normatif, ; berbeda dengan i 
· penelitian ilmu-ilmu sosial ng  hendak  mengkaji .hukumJdi 'mana ' .' 

hukum "ditempatkan·:; sebag i dependent ' van·abte; ' oleh karena' ' itu; :, ; 
premis sosiallah yang ;nenjad tumpuannya. ' ':   : i '       :   '' ' '· i i i·', ' 

Definisi. ,operasionalnya   da  at   diambil   dari :• peraturan , perundang t : 

undangan, 'i khususnya 'i terh dap  penelitian • yang ;hendak ' meneliti '; 
efektivitas satu undangunda g'.• : . : ·, · ' ; ·.• ·i · '.! • ., : 'd ' 

 

c.  Hipotesis kadang-kadang di   rlukan, •   misalnya ' penelitiari yang 
1

ingin ;      
' mencari hubungan (korelasi)  ntara berbagai gejala atau variabel. : i : :,: ;'! ii: : 

d. Akibat dari )enis datanya (da a sekunder dan data 'primer), maka a1'at. 

pengumpuldatanya terdiri da studi dokumen, pengamatan (observasi)JL • 
den wawaneara (interview), ada  penelitian  hukum sosiologis 'selah.i: ' ' 

diawali dengan' studildoku '   n, sedangkan pengamatan '(observasi) 

digunakan pada penelitian ya g hendak mencatat atau mendeskripsikan 
· perilaku (hu.kum) inasyarakat Wawancara (interview) digunakan 'pada 

0 

penelitian yang mengetahui isalnya, persepsi, kepercayaan,:'motivasi, 

informasi yang sangat pribadi ifatnya,: ! ' . .. . •:   I ,   i '! . . .I  ' 
I    .1 ·   •     . . ' ' .. ! . . ·.  . '     ' ' 

. Penetapan sampling harus   ilakukan, terutama jika hendak meneliti 

perilaku : (h,ukum)' warga ·, asyarakat. :;_Dalam' penarikan' ·: sampel, 

hendaknya diperhatikan sifat tau ciri-ciri populasi. : ! :  ;::  . ·' • ! ' ' ' '·· 

Pengolahan' datanya dapat ilakukan  baik  secara ·kualitatif 
1    

dan/atau 

kuantitatif. . il' · 
:I 

0 
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Menurut Prof. Widjaja •· dalam knya. yang   berjudul 

.•  otonomi Desa", desa didefinisikan  ebagai :"Desa adalah sebagaikesatuan 

'• masyarakat hukum yang' mempuny susunan asli berdasarkan hak;asal usul 

yang   bersifat  istimewa.  ·Landasan   pemikiran  yang ·mendalam   mengenai 
·•  Pemerintahan ·Desa  adalah ; kea   karagaman, ·partisipasi, ·oton'omi iasti, 

• ·•· demokratisasi dan''pemberdayaan m syarakat". (Widjaja, 2003: 3):Sedangkan '; 

: · yang·  dimaksud   dengan · desa enurut · Sutardjo .. Kartohadi · Kusumah{ 
·, mengemukakari bahwa desa ·adalah  uatu kesatuan hukum dimana bertemp&.t :i 

• tinggalmasyarakat pemerintahan se  diri.   · . ..  . . ··' .  ? .· .· .. , 
. Menurut Undang-undang RI No 6 'tah'un 2014 Desa adalah'desa danJ •i  · ' · 

'. desa adat atau yang disebut deng n' nama lain, selanjutnya disebut Desa, ! : t ·: . 
• ' adalah  kesatuan 'masyarakat  huk m' yang . memiliki ' batas  wilayah  yang · : '.j 

' .· berwenang untuk mengatur dan me gurus' urusan pemerintahan, kepentingan  ::: : 

·. masyarakat setempat berdasarka prakrsa  masyarakat,  hak  asal 'usul,!' ': j. ·:. 

dan/atau hak tradisional yang diakui  an' diho'rmati dalam sistem pemerintahan ,; :· 

· Negara Kesatuan Republik lndonesi . ' ! · · '. . .   ···. ; .   . •· . 

· . Desa bukanlah bawahan k C:amatan, karena kecamatan merupakan ; 

baQian dan perangkat daerah kab paten kota. dan de.sa bukan merup&.kan I ; 

bagian dari perangkat daerah. Berb da dengan Kelurahan, Desa memiliki hak '! 
. ' untuk mengatur wilayahnya' lebih luas. Namun: dalam perkembangannya: 

' sebuah desa dapat ditingkatkan stat snya menjadi kelurahan. :' : ' . ! /!.: ;:J·· 
'.. ' •. Otonomi desa pada dasa  ya mempunyai peranan yang ' strategis, ,. ' 

,'   ketika Seat inikita semua sedang m  ngusungide pembangunan yang berbasis ' 

kerakyatan/masyarakat, pemberday an· dsb. Desa adalah' basis masyarakat : 

dengan Segala problematiknya. Ke  iskinan ada di desa, akan tetapi didesa . . 
I "      '  ' ..•. •   ..  .. I   .. . . ..  .  .• ...   . . . ·'' 

pula :  basis   sebagai potensi. ... bisni  · ekonomi,· sebagian . ibesa •.. penuduk. ' 

:inclonesia juga • tinggal di··desa. De gan demikian, slogan yang mengatakan :  

' membangun desa maka daerah ' an negara · maju . bukan·.hanya slogan 

. >, pepesan kosong 'tanpa : argurnen '· ang · valid. Dalam · kerangka konseptual • 

. ; pemikiran inilah, maka konsep pen mbangan otonomi desa adalah alternatif , . 

; yang pantas di evaluasi yang be eran strategis datam sistem D9rtahanan>. 
nasional . ,' ! :1 ' , :::       I ', : J '  i ' '• '   I'  '', r ' :.i: : i : I' i:: 

· Otonomi 'pada  hkktnya menunjukan  besaran  kewenariga ;yang : 

sebuah ruang lingkup wil ah  p0litik  dan  administratif. Luas' atau 

' sempitnya kewenangan yang' di uk.u dengan jumlah urusan'akan menunjukan . 

' besaran otonomi tersebut.' Oleh s bab, itll, 1 besaran.• kewenangan ini akan 

berhubungan ;. dengan tingkat ka abilitas .dalam mengelola , kewenan'gan T 

•. tersebut yang di Iihat pada 1e've1 kre tivitasnya. Sehingga ada persepsian yang' : 

•. menyatakan bahwa otonomi akan endorong' kreatifitSs yang arti kata ada ::: 
. pembefdayaan' di.isana.,Tanpa ad   otonomi,jangan harap ·akan muneulnYa., •i 

'lahir kreativitas da kapabilits kom  nitas 1nasyarakatlokal.' i ·'    '    . ' ·! : : init' ( 
· ; Namun,hal yang menarik ji a kita mencermati perkembangan otonomi ;·. 

desa, temyata sesungguhnya masy rakat lokal khusus masyarakat 'peclesaan'' ,i 

' telah lebih  dahul'u' memiliki •. baka : kreativitas  dalam  mengelola' ', berbagai .·• I! ,,,    i 

·• problematiknya dalam n.iang lingku  otonomi aslinya yang kelihatan' ada pada·   

' ; pola adaHstiadat mereka. Hal ini te tunya tidak sama dengan otono.mi daerah. 
. .. '· ,,pada levelKabupaten/K. ot.a da.n/ata    P: rovin, s. i.yangd:ari se.;.gi wakt
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lebih muda karena diberikan oleh n gara sebagai bentuk strategis kebijakan 

pemerintah. · : , , :  ·:.: : i , 

. 2. Karakteristik Desa . ' ! : ' , , 
Sebagian .besar masyarak Indonesia  hidup  pada  daerah  pedn 

' yang  mane secar stuktural dan' a ministrasi memiliki peranan' yang sangat 
penting bagi perkembangan suatu negara, sebagian besar pendu'duk 

0 

desa 

bermata  pencahal-ian ' sebagai  pe  nil • agraris,' namun sebenamya : 'mata 

,· pencaharian  penduduk  sangat  di  ngaruhi  oleh  fakktor ; alam  yang' ! ada, 

·: .berdasart<an mata· pencahanannya desa ! dapat ·.·dibedakan··• menjadi :···desa 
.. . nelayan,·desa agraris, desa 'perkeb nan, desa petemakan, desa industri dan ' 

·. .•..lain sebagamya, namun ciri khas d ri desa adalah sifat' kehomogenan ''yang 
•' ada pada sistem mata peneaharia  penduduknya, walaupun ada beberapa 

· yang bermata pencaharian berbeda ( petani, pedagang, biro jasa dll) namun 

.· secara nyata hany'a satu' jenis mata pencaharian yang menonjol dan menjadi 

·.· ciri khas dari desa' tersebut. Corak ehidupari didesa didasarkan pada ikatan . . 
kekeluargaan yang erat. : · :i  :·    · ·     · . , · i,: i ' r : '' 1 

Roucek dan Warren (196 }, sebagaimana 
.•  menyebutkan karakteristik desa seb gai berikut : · .  .· 

· ' : :. 1) Besamya perahan kelom ok primer. · <>: 
. . 2)  Faktor.!  geografik.'1    ya g < menentukan 

kelompok/asosiasi. · ·  . 3}  

Hubunganlebih b'ersifat i tim dan awet." · 4) 
Homogen. . ; · ' · · · · 

5) Mobilitas sosial rendah. · · · 

6) Keluarga lebih ditekanka  funginya sebagai unit,ekonomi. 

 
peng  h 'l:.AlJlll'Sln 

'pemerintahan , adat ·•· dari , pengaru : modemisasi   birokrasi ·sesuai   dengan 

: pemiklran dan konteks empirik yang erkembang diIndonesia. Setidaknya ada 
·• tiga tipe bentuk dea: :.··•   ' . : 

· , i !I  •     .   .; i: ·: 

Tipe •oesa Adat" atau sebagai  elf governing ··community sebagai bentuk 

Desa asli dan' tertua di  lndon sia. : Konsep  "otonomi. asli" . seb0namya 
I· · ,.     ... , :; . ..    ' .   ' . . .  " '.     ·' . . 

diilhaml dari pengertian Desa Ad t ini. Desa Adat mengatur dan mengelola 
·dirinya sendiri dengari kekayaan ang dimiliki taripa campur tangan negara: 

Dess Adat tidak menjalankan ru s-tugas administratif yang diberikan oleh 

negara. Saat ini Desa· Pakraman    i Baliyang masihtersisa sebagai ntu·k 
Desa Adat yang jelas.: ; , :' t ·   , : 
.  . ;1 . r:,    ' : :::       :::    ···: . 

.Tipe  Cesa :Administratir, (local 

satuan wilayah'' administtif yan    berposisi sebagai kepanjangan  negara 
dan hanya menjalankan tugaS-t gas aC:tmlnistratif yang diberikan negara : 
..DD  Desa Administratif secara sub tansiar tidak , mempunyai . otonom.i , !dan > 

demokrasi. Kelurahan.yang ber a .di perkotaan merupakan contoh 'yang" ; 

paling jelas dad tipEt Desa·Admini ti-atif. : : : :i :: .• ··.;:;::: .: • 

!I . .    .:. = . . ,.      .;  ...  . . · ::     ,, ., .   ..  . .·. . . . 

Tipe oesa Otonom" atau dulu d  abut sebagai Desapraja atau dapat juga 

disebut sebagai local. self 'gove  ment, seperti .halnya posisi.dan . b0ntuk 

daerah otonom di Indonesia.' S · konseptual,' ·Desa. Otonom adalah 
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' ' : !I '• I ! " ' · .:       ' ' ', : ' ' 

Desa yang dibentuk berdasarka  asas desentralisasi sehingga mempunyai. · 

kewenangan  penuh 'untuk  me gatur :dan  mengurus ; rumah tangganya \: 

sendiri.   Oesa'  :Otonom· · ·berh k ·:membentuk pemerintahan  . sendlriJ; : ···· 

mempunyai badaniegislabf: be    enang' membuat Peraturan Desa dan juga  ',! · 
m&mperoleh desentralisasi  keua   gan dari negara.   ·;· :; 

Kehidupan   : I . ·: · . i :'· .. / '·. .:j! : '. .. 
. Keragaman desa  juga • di ngaruhi  oleh  konteks . geografis  dan ' ; : : 

. ...       sosiologis. Ada  Desa  pedalaman,  Desa ·agraris, Desa  pegunungan,! DeSa ·:· ,; , : 
·: · :i- . ' ! :.! . . '  '   .··) 1··· j . 

. ·pantai   dan  Oesa   pedalaman,  ya masing-masing . Desa  itu   mempunyai . ·'!. : : 
' ,,, " ' ' , ' ., ' '  ' ·• ' 

karakter   sosiologis  yang   berbeda- da.  Keragaman  Desa  secara: geografis · '    . :. 

·. juga )erpengaruh :'terhadap  beraga    nya  basis  penghidupan,  kapaitas' lokal ' ,t : 
. dan  kemajuan  dalam   mengelola emerintahan  dan  pembangunan' Desa. ! ; :i  ... 

· .· Tipok)gi yang beragam ini sebena  ya tidak berpengaruh' secara 'signifikan·; .i:. 
terhadap modelstuktur pemerintaha    desa Sebagaimana pengaruh yang kuat  ' :! 

..···    . ...dari keragaman adat. Pengaruhnya    kan te'rletak pada efektivitas implementasi j ': ·· 
peraturan. Desa-Desa perkotaan ya g terbuka akan lebih cepat ter$osialisasi ;.: 

. dan  lebih   efektif   dalam ' menera  kan , peraturan,  8ementara   Desa Desa·.iJ 
' : .·pedalaman yang, ''.terpencil .. 'akan I  engalami , kesulitan . untuk ; menjalankan'!: : :::    ' 

peraturan,bahkan hampir tidak ters tuh  negara. · · 

·· . 3.  Fungsl dan Potensl Desa .: 
:·. . ·'. ·, ·: .ii ; .. :·:. ·: ·t :'. ; -     ·' ·,:·     : : 

;   · Pertama,.  dalam ·  hubunga nya   dengan . kota . maka   desa   yang 

merupakan hiterfaned  ata 'daerah '.    ukung' berfungsi sebSgaidaerah 'pemberi 

' bahan makanan pokok baik yang b rasal dari nabati maupun hewani..,K,,edua, 

desa' ditinjau dari i segi potensi ek nomi berfungsi. sebagai  lubung baha  ...  

···    mentah  dan tenaga  kerja yang  p duktif.  Ketiga, dari segi  kegiatan kerja 

. ) deaa dapat . merupu an desa agra.rts,·: manllfaktur, industri, . 

···   nelayan dan sebagainya; Menurut'  utop() ,Yuwono salah satu peranan pokok ': :::  

desa  terletak  di bidang  ekonomi.  Daerah ; pedesaan  merupakan daerahH 
.· produksi   pangan ;:dan   komoditi ! e  spor. ! Peranan   yang  'vital , menyangkut . . 

·• :::    produks1 pangan :I akan, menentu an ·ungkat  kerawanan··. daiam rangka ···    , · 

pembinaan · ketahanan ·nasional. leh'• karena •. itu,·.! ·peranan···    m'asyarakat . : 

' .• ,' pedesaan  dalam  'mencapai i sasar  n  swasembada: pangan ' adalah  panting '·:::  

sekali dan nampaknya jika kita tinja    akaii nampak betapa semakin lua's Clan 
'• '  menyeluruhnya fungsi dari lembaga   etahanan masyarakat desa. antara lain: 

.• . . ·· .. , ! ,  L . ,   . i · 

. 1. Menanamkan pengertian dan ke    daran; .  .• . ...  , : 

•.  
1
· 2. Meningkatkan pengetahuan dan k  terampilan masyarakat;' > 
:3. Membina dan menggerakkan  pote   Si pemuda untuk pembangu'nan; ; 

•. 4. Meningkatkan  peranan wanita dal   ni  mewujudkan  kualitas keluarga; 

5. Membina kerjasama antar lemb ga yang ada' dalam masyarakat; 

···pembangunan;' ·   !j    · : ;:  '  · . , · • ··.: · , ; . ,, ! '•'.. ! !.' • 

6. Melaksanakan tugas-tugas lain d lam rangka membantu pemerintah desa i: ' 

atau pemerintah kelurahan untukme ciptakan ketahanan yang mantap.  ii;:: ' ·! ·· 
. · .. ,. . ' .; .' .     J   '    :1 

•. Untuk menghadapi hal terse   ut, kita perlu meninjau potensi desa yang 

agar  pengembangan ,desa d pat  serasi .dengan . kondisi. Desa 

.  mempuriya potensi fisis dan· non fi is, potensi fisis meliputi tanah, air, iklim; 

···    temak dan manusia. Potensi non fi  s meliputi : masyarakat ·desa yang hidup  

' •• berdasarkan gotong royong dan dap t merupakan suatu kekuatan berprOduksi 
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"     ' . iii :   ,".f.       - :  !.·.·. ":;   ,: : ; ,.  '    :. !' .: .    ::·:: 

.dan kekuatan  membangun ,atas asar  kerjasama  dan  saling : pengertian;; 
1embaga-1embaga sosia1.apa.ratur d n pamong desa yang kreatit dan disiplin. :H 
4. Kehldupan SoaialMasyarakat    edesaan.  · , · · .: ' · L ' , , ' ; :J. 

:. .• .. , Corak kehidupan masyarak     didesa dapat dikatakan masih homogen ; 

,.. dan · pola  interaksinya :' horizont I,··. banyak • · dipengaruhi •..oleh sistem :' : 

.kekeluargaan. ,semua  psangan    erinteraksi  dianggap :'sebagai  anggota ;:·; 

. ., keluarga. Serta ha! yang sangat erperan dalarn .interaksi dan hubungan· : : ' .. 

.sosialnya adalah motif-motif sosial.  nteraksi sosialselalu djusahakari supaya :::;, 

. kesatuan sosial (social unity) tidak t rganggu, konflik atau pertentangan sosial !:' 

· sedapat mungkin dihindarkan janga   sampaiterajadi. Prinsip kerukunan lnilati , : 
• · ,yang menjiwal hubungan sosial pa a masyarakat. pedesaan. Kekuatan yang !i . 

: 'mempersatukan masyarakat 'pedes ri itu timbul karena adanya kesamaaan., ; 

. . kesamaan  kemasyarakatan;1'  sepert  kesamaan  adat  kebiasaan  kesamaan 

·i ·tujuan dan kesamaan pengalama . · Sosial  kemasyarakatan desa ditandai 

. 'dengan pemilikan ikatan batin 'yang  uat sesama warga desa, yaitu'perasaan 
':'setiap warga/anggota masyarakat ang ' amat kuat yang hakikatnya bShwa 

' se$eorang  merasa  merupakan  ba ian ' yang ' tidak dapat ..  dipisahkan 'daii  

' 'masyarakat  dimana ia  hidup, dan  dicintainya  serta' mernpunyai perasaan  

' bersedia untuk berkorbal'I setiap   aktu ! demi . masyarakat atau 'i anggota­ 

. an99ote ·masyarakat. · Karena . ber nggapan · salTia-sama ' sebagai··: anggota 
: masyarakat  yang'! Saling  mencint i, ,: menghormati, mempunyai 'hak (.dan 

: tanggungjawab yang sama temada keselamatan dan kebahagian t>ers8ma di 

dalam masyarakat. Oleh ; karen  ·• masyarakat · peidesaan  · · · ·· 

.• kepentingan pokok yang hampir s ma, maka mereka ., selalu 

. untuk mencapai : kepentingan-kep ntinga'n' . rnereka.·· Seperti . pada .. waktu 

. mendirikan rumah, upaeara ' pesta  perkawinan, mernperbaiki jalan' deSa, 
· ,· membuat saluran :'air dan : sebagai ya..·Adapun bentukbentuk kerja &ama 

' . dalam masyarakat  sering diistilah an . dengan ' gotong '· royong ' dan tolong 

· menotong. Pekerjaan gotong rayon 'sekarang lebih :popular dengan istilah 

·.· kerja bakti. Sedangkan mengenai acamnya pekerjaan g'otong-royong: atau ,, 
:·. kerja bakti itu ada dua macam, yaitu:   ··  · · ::  ·.. i ...•• · .J • 

· a. Kerja sama untuk pekerjaan-pek rjaan yang timbulnye dari inisiatif warg 

. ·. ' masyarakat itu sendiri,i  . ' . ' : .: ' . ' I . ' : i·; ' ' . .·• I ,. 

' .. i ..  ,:·  i: !:;=     ii.    :. .:·: .:;,-;_ i;  ' . . : 

Kerja sama untuk pekerjaan-pe 

masyarakatitu sendiri,'berasal d : '. 
I :  - . •·:-:: • · 

' i .:- :'·...:  : ' '.... 

,   ·· · .·  Kerja , sama jenis . pertam   biasanya  sungguh-sungguh "''"" ce.1 too 
·· ..  manfaatnya bagi 'mereka, , sedan') an jenis · yang kedua· biasanya kurang 

; difahami kegunaannya.  Hal. ini m berikan gambaran bahwa masyarakat 

' pe0es88f'I yang' agraris dinitai oleh 0  ng-Orang kota sebagaimasyarakafY-a'n9'  . 

.•• tentram, damai.· dan. harmoni's .sehi gga dijadikan•. tempat untuk meiepaskan ,.:     

' · lelah  dari  segala  kesibukan·,  ke  main  dan : keruwetan . pikiran.  Tetapi 

' sebenarnya di dalam masyarakat pe esaan tei'dapat beimacam-macam gejala 

'  sosialyang sering timbul..Gejala-gej  la sosial itu sering diistilahkan:  ·:. · 
·.:.- ' [. :..       1     -·      :..· .: :::    :r.. .· ; :::  :_-: ,, :    : :·    :::       . r i.::_ ;: :·{--:.:!";" I  . 

'' 1.  Konflik, Karena hampir. setiap ri, dari mereka yang  selalu. berdekatan 

.dengan tetangganya i seeara  te  smenerus dan ihal:lni men>'ebabkan 

kesempatan. untuk bertengkar 's ngat· banyak. Pertengkaran-pertengkaran' 
1 . 

!,,i 

. . . ' .. ;  : !' 

:>! 
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' ' .·. ii 
•.. ; ; '! •· ;  ...       :· ' 

yang terjadibiasanya berkisar pa 

sering . .me'njalar .. ke : h.iar. rum 
pertengkaran itu rupa-rupanya erkisar pada masalah •. kedudukan ;dan. 
gengsi, perkawinan dan sebagain   . · . , : : > ' ' ·.· . · ·  . · · · ·  · 

·Kontroversi .(pertentangan), Pe ntangan ini biasanya disebabkan oleh 

perubahan  konsep-konsep keb dayaan  {adat .-istiadat), · psikologis atau 

dalam hubunga'nnya dengan gun guna {black magic), para ahlihukum adat .. 

biasanya meni'njau' masalah k ntrover8i (pertentangan) ' ini' dari suc:fut 
kebiasaan masyarakat. ! · ;  ,   · ' ' · , · · . •  . . :· H,i,! • i! 
Kompetisl (persaingan), wujud p aingan bisa positif dan juga bisa negatif. 

Positif bila i persaingan 'wujud a saling meningkatkan, usaha untuk 

meningkatkan prestasi dn'prod ksi atau out put·(hasil) Sebaliknya 'yang 

negettf, bia' persaingan ini' hany ' berhenti pada sifat iri, yang tidak: mau 

berusaha sehingga kadang-kada g hanya melancarkan fitnah-fitnah · · · 
' !! ·' .  .  :··: -: '· . :·:: ··::    ' .., , .i .  . 

Sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan. sendirinya dalam 

proses pertumbuhan masyarakat. it ..Teta'pi ada pula yang sengaja disusun 

untuk   mengejar  ;'suatuf! tujuan , b r5ama. :Yang   biasa : menjadi  alaSan 

' terbentuknya  lapisan  m'asyarakat '  ang ; terjadi dengan  sendirinya ' adalah 

: 'kepandaian, tingkat umur {yang se ior}, sifat keaslian keanggotaan kerabat 

'seorang kepala desa dan' mungki  juga harta : dalam batas-batas tertentu. 
.  Alasan-alasan·· ;yang ··  dipakai :: berl inan . bagi  tiap-tiap  masyarak'at i Pada 
·: ,1 ,.    ' · , ,•      ; . ··.    ' ··'  ..       . ' 

·. ,. masyarakat  yangi · hidupnya  dari   berburu  hewan  alasan  utama   adalah 

. ..  kepandaian berburu. Sedangkan p da· masyarakat yang telah. menetap dan 

. . bercocok tanam, maka kerabat pem uka tanah {yang dianggap asli)° ' '  ' 

, sebagai orang-orang yang  mendu uki lapisan tinggi. Hal . ini dapaf dilihat 
misalnya pada , masyarakat Batak,  imana marga ,tanah, yaitu. marga yang 

'pertema-tama membuka'tanah, dia ggap mempunyai kedudukan yang tinggi 

karena mereka dianggap sebagai embuka tanah', dan pendiri desa ·. yang 

bersangkutan.. Lain halnya : dehga   masyaraka( yang menganggap bahwa 
• ·,· kerabat kepala masyarakatlah yang empunyai kedudukan yang tinggi dalam 

' ., masyarakat. Secara teoritis. 'semua manusia dianggap sederajat. Akan .tetapi 

' sesualdengan kenyataan hidup kel mpok kelompok sosial tidaklah demikian: 

. .Pembedaan atas lapisan merupaka gejala universal yang merupakan 
'sistem sosial setiap masyarakat. · · · · ·· 

,! 
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:   ·!·.·1 

:. 'a.)  Ukuran  kekayaan, yaitu  baran siapa  yang  memiliki kekayaan" paling " 
' ' . ' ' ' ' .··   ' ., .,  ' '   '• 

banyak, maka ::termasuk :.datam lapisan ;paling atas,. kekayaan. tersebut ··. 
·I . '   ,. ' '· I ' ' ; : '·' 

misalnya dapat dilihat pada bent k rumah, mobil pribadinya, cara-caranya 

mempergunakan pakaiari 'serta b han pakaian yang dipakainya, kebiasaan 
untuk berbelanja ba'rangbarang ahaldan seterusnya.   i •• :::    ,''i :1:1 ' : !' 

, b.) Ukuran kekuasaan, .yaitu barang iapa yang memiliki kekuasaan atau 'yang 
mempunyaiwewenang terbesar aka ia menempatilapisan atas.  '  ' ' 

ii ' ' ' 
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,. c.) Ukuran kehormatan,· ukuran ke ormatantersebut mungkin terlepas dari 

.  ukuran-ukuran 'kekayaan ''dan at u kekuasaan, orang yang paling 
disegani dandihormati    endapat tempat ang terbatas. : : ;; ' •; ,.· '
 .  .·•j  .. I··.·  .. : 

d.) Ukuran ilmu pengetahuan, ilmu engetahuan sebagai ukuran diPakai oleh ·' . 

masyarakat yang ' menghargai ilmu Pengetahuan, akan ietapi uklJran : .i 

tersebut  kadang-kada'ng  men ebabkan  terjadinya  akibat-akibat :.Jyarig 

' negatif karena bukan mutu ilmu engetahuan yang dijadikan uku'ran;'akan ' :. 

tetapi gelar: kesadanaannya.·H yang demikian memacu Segala macam ; .i 
usaha untuk mendapatkan gela tersebut walaupun dengan .usaha:Ya.ng .: . 
tidak halal. :     :i         .· ·        ·      ' '     ' ·         ·  ·  i     : : 

Ukuran di atas 1tidaklah b rsifat ·1imitif, karena masih: ada ukuran-  . 
1 

, ukuran lain yang 'dapat  digunakan.  Akan'tetapi ukuran-ukuran'di atas 'amati' i, 

menentukan sebagai dasar timbul ya sistem pelapisan sosial dalam suatu' . : 
masyarakat. ·   ·1 ' . ,' · :   ·  1   • • , •     • 

1 
•:·: • :   : 

·     !··. !j· :I ';  . =:        -,   : ' :: :   ·'· . :- - · .'.i; :.-•. .·:< 

Kehldupan. Ekonoml Masyarak t Pedesaan · . . .. , .•   ·: .·• ' ., 

· ;. Pada masyarakat pedesaa  mata pencaharian bersifat h'omogen' yang :':, 
• ' berada di sektor :1 ekonof!l  primei' yaitu .bertumpu pada bidang. pertaian.': :-! 

Kehidupan ekonomi terutama terga  ung pada usaha pengelolaan tanah untuk : •i 

' kepertuan pertanian, petrnakan .d n termasuk juga : perikanan darat.:.'Jadi ff 
ij • -, · I  '° ·: : ·•    -· · ..   · _.,   '  ·   ·;.: .1' 

kegiatan di desa ,1 adalah mengo!a alam untuk mempero!eh bahan-bahan q 

. :  mentah.. Baik bahan kebutuhan pa gan, sandang maupun lain-lainnya' untuk' q. 
· · memenuhl kebutuhan pokok ·manus a. Pada umumnya masyarakat 'pedesaan · , ·: 

menganut sistem .'ekonomi tradisio al atau" sistem ekonomi tertutup, cukup > : 
: memenuhikebutuhan-kebutuhan ek nomi masyarakat terbatas untuk bertahan 
..  hidup dan memenuhi. kebutuhan-k butuhan bersama.•..  Pola produksi 'dalam 

. .masynqt tradisional teri.rtama . enciasarkan pada' t9naga ·.keluarga , ·dan' . 
:  : tenaga temak : pun·dimanfaatkan.' Dalani .proses produksi tradisional tadi,i' •> : 

. umumnya laki-laki 'mengerjakan pek rjaan pengolahan·tanah yang paling berat·. : · 
• baik di sawah. ataupun di ladang. Untuk mengerjakan pekerjaanpekerjaan !:: 

. ;.yanglebih ringan 'seperti menyiang terutama pada sawah' anak:-anak di atas' q 

. ,sepuluh tahun dan istri juga  turut embantu. Selanjutnya pada waktu F>anen' Li · 

' ·· . dan .setelah pane'n banyak ,:tenag istri dimanfaatkan . Sisteni' nilai budaya. ·:r 

:. petaniIndonesia disinyalir bahwa di  alangan petani pedesaan ada 'suatu cara' ! i 
.: ' berpikir. dan mentalitas ' yang, hidu ' dan . bersifat religiomagic. .Sistem : nilai. . 

· ·• •. budaya ttu antara 1ain sebagai benk · •   · · : :. ·· . , : .·;. .. ·.· ,  Hi :i :i : 

·.• a. Para petani di·:Indonesia teruta  a di Jawa pada .dasamya :menganggap, ' 

bahW8 hidupnya itU I Sebagai   atU •. haf yang buruk,i penUh dOSS dan 

kesengsaraan. ;:Tetapi itu tidak erarti bahwa ia harus menghindari hidup· ' 
yang  nyata  dan  menghindar   n diri ' dengan-b0rsembunyi  'di  dalam' ; 

•l·      . ...    . ..    ·: - ., .    : ;, ,. • ·1 i ·•  ·: : -: -;: 

' · kebatinan  atau  dengan'' berta a . bahkan  sebaliknya :.wajib.·. menyadari i 

. keburukan hidup itu dengan jel  s berlaku prihatin dan' kemudian sebaik '' : 

. .• .   baiknya den'gan penuh usaha at ikhtiar. : :  ·.•· ... (: .. ' , t :::    . :1 .r .: ! : • : !J:i; .: 

· ·b, Mereka berang.gapan batiwa be erja itu untuk· hidup dan kadag-kdang. :! 

untuk mencapai keduduk'an.   . . " ,, .,  . . :. ..•  . .. . . . . .•:: 

Mereka berorie'ntasi pada masa sekarang,  kurang' rnernperdlikan m'     i . 

depan bahk.anLI kad. ,ang-ka. dan9  ereka rindu ·      1ampau, · mengenang ,,  : 
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ii' ·:    ·•:  ·, •.     :. "  'I,   '.         •..  :!.,.·: : :::  1: ': ; :• .,:•     ! ,: 

kekayaan masa lampau (menan i datangnya kembali·.sng ratu adil.yang 
membawa kekayaan bagi merek ). ! ' < ,, ' ', ..• ; ., . ' :· [. ' ' i ) (i ', 

. : d. Mereka menganggap 'aram tidak nakutkan bila ada bencana a!am' 'ata'u .: 
b9ncanalain itu hanYa· merupa an sesuatu yang ..Wajib diterima. Kurang . 

' adanya kesadaran agar "pi:!risti a-peristiwa semaeam 'itu tidak' berulang •. ' ' 
kembali. Mereka cukup i saja enyesuaikan> diri: dengan alam, kurang <! :. ; 
adanya usaha untuk menguasain a:  : i '  :   ;):: :·   :     'I '   : TL:' '' \ 
Untuk menghadapi ' aiam  nierek         kup dengn hidup bergotog-royl'lgJ; 'i  ...: 

mereka sadar bahwa dalam hi   p itu pada hakikatnya tergantung pada ' J :i 
' sesamanya.: 1 .· I :· ' ' .· ' , ' ' ' ' I     : H i . :r  : : n !:: 
·• 6.  Kehldupan Budaya Masyaraka .,· • . , :: · ! · :·: ·• ;;;, . 

.; : I 1• 

· .• '· . . Kebudayaan adalah cara dup yang dibina oleh suatu  masyarakaf 1: 

' guna  memenuhi kebutuhan-kebutu  an  pokok  seperti  untuk  bertahan hidupJJ 

kelangsungan jenis manusia :dan p erbitan pengalaman sosial. Kebudayaan j ' ' .. , . 
adalah penjumlahan ata'u akumula i semua obyek materil, pola organisas'i': ' 

. kemasyarakatan. 6ara tingkah· laku, pengetahuan: .kepercayaan Clan lain lain) , 

: • yang' dikembangkan dalam pergaul n.• hidup manusia. Kebudayaan. tidaklah'··. 

: ·.dlwariskan  secara   biologis. ' Seti p:angkatan  mempelajari ! sendiri i I dan ,' 

meneruskan pada 'generasi yang b rikutnya ·dan ditambah dengan 'apa 'yang , 
. .dirubah atau dikembangkan selama asa hidupnya·dengan transmisi ini inaka · : 

; ·."       ;! :     •      'I     "": ' " -           !' I       "             :_ Oj • ;! 

dimungkinkan adanya kelangsunga  kebudayaan selama beberapa generasL ; 
1 

0     
Kebudayaan yang diturunkan kepa generasi berikutnya itlJ dapat'dilakukan' : 

,     dengancara meml)erkenalkan :  · ... . ,·.·· . ·. ..      . · .  . · · i ·• ·' i . iH;: 
. 1..Kebiasaan, yaitu cara yang sud h me'netap dan umum untuk melakuka ', ' 

: :. .     ,. .     ,    ,. . ; I ! ,- .·..- :·;     .:. :· 

sesuatu,dan sudah diakuioleh syarakat. • ' • ·• · .· ·.·  i, . 

Adat.' yaitu cara tingkah laku d lam masyarakat yang dibe sanksL 
dianggap sebagai cara yang teta  dan baik. · · · ' • i • i 

• .. ' " ' " '     . '   ' . 1 

Upacara peribadatan, •. yaitu sua u rangkaian gerak dan perkataan yang . 

dilakukan oleh' orang-orang . ntu· dengan ·• simbolik perkataan tertentu ' 

atau cara..cara yang mempunyai rti. [ , ;1 : ,j·, :, !{:;,.,:,: : 
PemerintahanDesa   i ., . . , •    : '1 . . . .; ;: !• : : :; ; , 

1 
. ;' 

.· " Pemerintahan dalam arti se   pit adalah semua aktivitas, fungsi,tugas 1 · 

, ..  ·dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara: i· i . : 
'.·Pemerintahan·dalam arti h.ias adal  sem .1a ·aktivitas yang terorga'nislr yang;:{ 

bersumber  pada  kedaulatan  dan emerdekaan," berlandaskan pcida dasar .-:,i 

.negara,rakyat, atau penduduk dan   'layah negaraitu demi tercapainya tUjuan :f 
negara. Pemerintahan juga dapat d definisikan dari segi struktural fungsiona( · 

·.· sebagal sebuah s'istem struktur da · organisasi dari berbagai dari berbagai" · 

macam fungsi yang dilaksanakan!       as dasar-dasar ' tertentu untuk 'meneapai 
··  tujuan Negara. : . . J :     '   !;  ::: ' .··. ,  i ' .   , · :. · i ::  · .  · '! ·'  :·i: lj ,,. !:. , 

Menurut  Austin  (1996:27) ahwa  pemerintahan adalah sekelom 
1
 k' .: 
po 

' orang  dan .: lembaga  yang
1  

mem uat  dan' menjalankan' undangundang: ,, 

··.: Berdasarkan pengertia·n tersebut, s hubungan dengan desa, dapat diketahui •· 
' ' ' bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang 'dan :lembaga 'yang ·' 
'. membuat dan menjalankan undang- ndang pada tingkat deSa,dengan tujuan .· 

• · menctekatkan pelayanan publik kep da penerimanya di kalangan masyarakat ·• 

;lokal.  Dalam ' hal ·. ini, penyeleng araan  pemerintahan :desa  merupakan ' 
. . ..  .subsistem dari sistem penyelenggar an pemerintahan,sehingga desa memiliki ,• 

. ! :l ·f= ' 
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.kewenangan Untuk ffiengatur masyarakatnya I 

'· ... ' :1 . ... 
1

 ;i :::  ' I ' ' ' I 

. (WidJaJa, 2003:3). I j •        . •        . •    : •   ' , i 
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. Sedangkan menurut Unda g-undang Nomor. 6 Tahun ·2014 bahwa 
Pemerintahan· oe$a  adalah· :,peny lenggaraan urusan pemenntahan'. ·dan 

. ·.kepentingan asyarakat ..setempa  : dalam ., sistem .• !pemerintahan Negara 
· . Kesatuan Republik Indonesia. ' · · · · ' '  ·  · 

. 8.  Keuangan Desa · .   ·•      . • .       . :·       · · · 
, . Keuangan' Desa ;memega peranan yang i sangat pEiriting data ·, '.. 

·J*lY:.lenggaraan :j pembangunan  ... · ol•h  arena··· 1tu •. akan·.,.dlperJelae ":: 
mengenal kewenangan pendanaan alam setia'p kegiatan, penggalian sumberJ: 
pendapatan de'sa/ pengeio'taan ke yaan ·desa, hubungan desa-supra ·desa ' : 

· ·. , dalarn penggalian i sumberi)endap an dsa, perencanaan dan pengelolaa'n' , i 

. ·Anggaran Pendapatan ·dan ,. Belanj ·· Cesa, ' pembentukan .·dan pengelolaan . <" 

·Baden Usaha Milik Desa: Selain k uangan ·desa bersumber darilokat,! juga' 'i :::    .; 

.· bersumber daripemerintah dan sum angan pihak ketiga. Ada beberapa model; : i. ; 

· : transfer uang yang. masuk ke'desa b gi pembangunan esa':·•· · 
1 

:i '   :' ·' '' · 
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1.· 1nvestasi, ·, dari  pem'erintah   untuk· · pengembangan · pembangunan ·• 

perdesaan.'Anggaran ·ini me upakan kewenangan dan tanggungja-Nab ;: 

pemerint.ah.I , '.. . . ' ; · : .• . i : : ' ' ! !J' ' ;qj: 
2. Alokasi, • dana • desa ·sebag i. .hak  desa  karena  menyelenggarakan , 'i 

fungsinya. Alokasi Dana Des (ADD) dialokasikan langsung dari APBN, ;. i 

yang posisinya sebagai .  alah l komponen  tetap ,; datam :··dana': 
perimbanga'n yang diterima oleh kabupaten/kota. ! Oen'gan ! demikian 

dana perimbangan yang diter a oleh kabupaten mencakup DAU, 'dana ' 

bagi hasil, Dana Alokasi Khu us dan' juga Alokasi Dana Desa: Jumlah ·. 

ADD , untuk setiap • kabupa n/kotaditentuk'an, secara tetap namun ' 

beragam· yang didasarkan , pada . peroedaan ·: kondisi geografis [ 

demografis dan kemiskinan.  ..  . ··''• · ·:.   ·! : 

Akselerasi, ij dana:) yng .di un.akan , untuk rnempercepat,: . . 

perencanaan pembangunan desa Dana.· akselerasi lebih sebagai . 

affirmatil/e action. untuk des esa ,yang masih 'terbelakang.: Dana:ini , 

tidak mempunyai pere'ncana  n dan.implementasiterSendiri, melainka'n ,•      

' . menyatu' (integrasi) dengan  erencan'aan pembangunan desa, karena 
itu harus masuk dalam' APBO s. ·· · ; ·. . · . > .  ; '. 

 

4. lnsentif, daria ganjaran (rewa terhadap desa yang berprestasidalam 
menyelenggarakan fungsinya.  ' ' : ,, ' ,.. :f H' ! 

. : BUMDes Jmerupakan :alte 

mendorong perekonomian desa.· 

tercipta sumberdaya .·' ekonomi 
·sumberoaya alam desa'. i... · J ,: · 

9. Bedlln Usaha Mllik Desa . '; · 
BUM •  Desa ·. ·adalah   lem 

,; , masyarakat dan pemerlntah"  esa 

1 
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.:·. 

f:' . 
:·. . 
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l ' 
' •! .·   ' . . ' ,, ' .• ' ,.    ..;· 

.. sumbangan bagi i[  peni gktn · s mber, : pendapatan .asli · dea • . ,. : , 

memungkinkan desa ·mampu melak anakan pembangunan .dan peningkatan' ·: :.;.·• 

'···· kesejahteraan rakyat secara optimal. '•   :  '  ! ' . ' . .•. ·.. '·  : '   .. .:: . ! . : ! : ! i 
Menun.rt Undang-Undang R  No 6 Tahun 2014. dan Permen [)esa.· ·: :,j 

... Pembangunan Daerah TertinggalRI   o 4 Tahun 2015:H•...  1       .•..   .      :: , i ..i ! :1j :i :i :! i 

· : "Badan Usaha Milik Desa,'yang sela jutnya disebut BUM Desa, adalah badan l' i : 
usaha yang seluruh atau sebagian sar modalnyadimiliki oleh Desa melalui !)}   ) 

,.  peny8rtaan  secara  langsun'g' ' ya·1 •.  berasal  dari  kekayaan  oe'sa :yang !: ,: . 

: . dipisahkan guna mengelola aset, j   a' pelayanari, dan usaha lainnya untuk i: q ; 
' . 'sebesarbesamya kesejahteraari,mas arakat Desa". [·    . ·• .     · : , .· . : . J , ,, , ... i ,• ' ;.·. • · 

• .' .. BUM Desa merupakan .pilar  egiatan ekonomi di desa yang berfungsi (!i.,. 
. sebSgailembaga  sosial dan. komer  ial.  BUM  Desa sebagai le.mbaga sosial, ;: :} i . 

· berplhak   kepada :i kepentingan   m syarakat ' metatui · kontribusinya   dalam (· 

.   penyediaan   pelayanan  :sosial.   s  angkan : sebagai.: lernbaga .. komersial i ) 
,·• bertujuan mencari keuntungan.mela ui penawaran' sumberdaya lokal (bararig' i' 

:· • •I ·'  •     - •     • ' .    ' . . 

·•·. dan jasa) ke pasarr Melalui cara de   ikian diharapkan keberadaan BUM Desa :  , . 
: · mampu mendorong dinamisasi k  idupan ., ekonomi . di pedesaan. Peran i 'i ;' 

.Pemerintah  desa ;j adalah  memba gun : relasl  dengan  masyarakat  untuk r: ', ; 
' • ••  mewujudkan  pemenuhan ; standar.  elayanan' minimal, sebagai' ba'gian' Clari, i' ·   : 

· upaya pengembangan komunitas de  a yang lebih berdaya. : ·  · ·•1 ' T ' · :Li {: l :. 
· Sebagaimana  meiriurut  Pa al  19  Permendesa ' No : 4 . tahun, 2015,:1:: '! 

klasifikasi dan jenis  usaha  BUM es dapat  berui)a  bisnis  sosial  (Social 
. business) yang memberikan pelaya  an umum (serving).kePada masyarakat. 

. • ,•• • !·  · • • .. •  .. ·-·     •         r..·!i. :: 

.  Unit usaha dalam BUM Desa itu bi a memanfaatkan sumber daya lokal dan ,     ! • · ·,teknologi tepat guna, meliputi: .:     · •· · .·• · · · '    : : ; :i;:' f 
• • -. • ••I '  'I    •  " '. r i   : ·..: ·· "· : ..:.; · :. 1:.I ··::· .I . ;, 

 

• " ·I :: ;_ ,;..l;·:!:. :::    :i' 
Air m1num desa '·• :::." 

Usaha listrik desa · : '1 i '·' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. . •     -!· '    . I. • .   ' ., •   .   ; • • • • i:, ' •  · ·; :j; . ;j 

· · . ,: Sebaga1 salah satu badan u aha, BUMDes berperan pentmg terhadap · 1 ; 

·•  peembangan 'dan  kemajuan ·per konomian ditingkat  desa  sebagai  basis !'  : 

.·•, industri  pertanian.'IKehadiran  BUM   es  dapat  menjadi alat  rekayasa  sosial : : i: 
'. bidang kesejahteraan yang akan be ungsi untuk merekayasa taraf kehidup'an · ; :, ' 

' ' masyarakat desa yang mengalami stagnasi kearah progress kesejahteraa . •: i ' 

masyarakatrlya yang lebiti baik. · ·' ' ··; ! · '· ··  , ; !' :. . ! · · . :·h .( ::: ; 
.. .10.EkonomlSyari'ah   ., · ' '' ' ' ' ., 

··  · Ekonomi   'I   ' syai'ah"merup  kan 

··  mempelajari  m'asalah-masalahekon 

Islam. Ekonomi syariah berbeda  da 
:i . 

" . i 

Barang sewaan' lainnya. . . ,  ..  .  
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erbed . ·.dari ··.kaitalise 

modal .terhadapburuh yang : rniskin; : dan.• 

• melarang penumpukan kekayaan: lain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam · 

merupakan tuntutan  kehidupan ' s kaligus . anjuran  yang' memiliki  dime'nsi. : 
I I    I I I I 11 ' I  1 ' 1 

ibadah. i I ' ' ' ' ; 
1 

: ' , i ' ' ' i ( • ' 
•  ; I' -' •·1. : l •   • •• l '· •   1   •   : •  •   : ! : ; ·!i j 

... :; Dalam penjelasan UU No  O tahun 2009 tentang Peradilan Agama > 
' disebutkan bah a'yang dimaksud d ngan ekonomi. syari'ah adalah ·· 
••. ' atau kegiatan usaha yang dilaksana an menurut prinsip sya'ah,antaralain; 

. a) · Bank syari'ah ·· · ' · · · 

b) Asuransi syari'ah 

c) Reasuransi 'syari'ah, ·. 

d) Reksa dana syari'ah: . 

e) Obligasisyari'ah dan surat 

f)  Sekuritas syari'ah 

g) Pembiayaan syari'ah • i:. 

h) Pegadaian syari'ah '· . . 

i)  Dana pensiun lembaga keua 

j) Bisnis syari'ah ·  :  '' · :· " · i , . 

k) Lembaga keuangan mikro sy ri'ah. • : ;   . . ... . .. 

Undang undang ·ini juga ssalan' ciengari Pasal 1 

No 21 Tahun 2008 tentang Perbank n Syari'ah: , · • , , , 

i , "Perbanken Syari'ah adalah 'segala sesuatu yang menyangkUt.tentang Bank::  : ! 

··  .Syariah dan Unit ·usaha Syariah, encakup kelembagaan, kegiatan uSaa,'::: :! 
· : serta cara dan proses dalam melaks nakan kegiatan 'usahanya•.;,: :. i .L ·;i: ...: 

· : Aplikasi ekonomi Islam buk nlah untuk kepentingan umat lslam's'aja'. ::,., 

· Penilaian sektarianisme i bagi pene apan :ekonomi Islam Seperti itu s8'ngat" ; ! 

ketiru, sebab : ekonomi ·· lsla·m . y ng , konsen ·pada ·· penegakan  prlnsip:· , ,: 
. keadltan dan rriembawa rahmat un  k semua orang tidak diperuntukkan bagi ; : 

ummat Islam saja, 'dan karena itu ek nomi Islam bersifat inklusif.. :.: 

 
 
 

: : : :: ' 

B.K ajlan Terhadap Asas/Prlnslp Yan  Terkalt Dengan Penyusunan Norma i ;: , 
. . . Oalam : pe'mbukaan  Undan     Undang  Casar  1945  alinea  k,telah: ·i •; 

··  • tertuang cita..Cita I Negara .•...Republi .. Indonesia sebagaimana ,,tujuan :yan91J " · 
· ..dimaksudkan ' negara . kesejahtera ri yaitu ;"Melindungi : segenap . bangsa'· ' 
· i Indonesia dan ·seluruh ·tumpah da  h !Indonesia, memajukan kesejahteraan ·' 

. · umum, menceaskan  kehidupan ngsa ···    dan ikut nielaksanakan ketertibanL 
dunia berdasarkan kemerdekaan,' rdamaian  abadi dan' keadilan  sosiar.t: 

: Maka  untuk , ,memajukan i keseja teraan : umum  (rakyat), ' .diawali i·. dari ; ' 

. pemerintahan tingkat bawah (Pem rintah desa) salah. satunya ·dengan' 'cara . 
•···.mengelola aset dn juga ·potensi y ng dif!Jiliki oleh desa untuk kemakmura'n : 

; ' masayarakat. .· i ,  ![ . •.. ;:::   ! : . . ·   ··' . ·· •; ,. ' · ·' · 1 :. ·• 

· ·1.AsasAsas Penyusunan Pe    turan Daerati 

.. Hamid S.'! Attamlmi,; meny mpaikan dalam 

perundang undangan,  setidaknya  ada  beberapa . pegangan ··. yang·· harus . 

dikembangkan ; ' guna memahami asas-asas ••. pembentukan peratura'ri  ' 

:.· perundangundangan   yang . baik   (algemene   beginselen  ..van   behorlijk.e 

.•. rege/geving) secara benar, m'eliputi: ' ..  :  ' ; . 

Pertama, asas 'yang terkandung alam Pacasila selaku asas-asas hukum 
umum bagi peraturan pen.in'dang Ufldangan; ..  , • ' ' I . '  ., 

:1 . . ' . 
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:· •  . .  :1     ' .  ·.  . .  ·     .    : i  . ' ' '    •   '  ' . :  . .•·..  . ' . 

l<edua, asas-asas negara berda ar etas hukum selaku asas-asas 

umum bagiperundang-undangan    . . .  . ,    , ,      .·   · ·.·    . .  ,         .. i j 

Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas; , 

asas umum bagiperundang-und gan, dan . : . . : · : ..· r  . ' ·  ' ··  · 

Keempat, asaasas bagi perun ang-undangan .yang.dikembSngkan'oleh 

.ahli. .    : !   ': :           · ! · • . ,! 

. .• Berkenaari dengan hal ters  but pembentukan peraturan daerah yang 

: baik seisin berpedoman pada asas-  sas  pembentukan  peraturan perundang 
· unaengan  yang  baik •. (beginseten · van ·behoorlijke  wetgeving),  juga •• r)erlu 
dilandasi oleh asas asas hukum .·u um. (algemene rechtsbeginselen), . yang 

'   didalamnya  terdir(dari  asas'  nega berdasarkan atas hukum (rechtsteet), 

: pemenntahan : berdasarkan :. siste · konstitusi, •. dan' .:. negara ,· berdarkan 

.kedaulatan rakyat. :i · . , , . ·: i· . i 

.  Sedangkan  menurut . Unda  g-undang  No.  12  Tahun  2011' tentang 

:. Pembentukan.Peraturan  per'undan    undangn;.dalam membentuk 'peraturan 

i ···perundangundangan termasuk  Per  turan Daerah (Perda). tiarus berdasarkan 

pada  asas-asas  pembentukan  ya g . baik . yang. sejalan  dengan 'pendaPa.t .. :" : · 
.P umadiPurbacaraka dan Soerjono    oekanto meliputi:    . , i' . >: • •    L' · '' i : , :i!!! ; 

a Asas kejela'san tujuan adala  , bahwa setiap pembentukan Peraturan [fr · · 
·•• Perundang-u'ndangan harus     'mpunyai tujuan yang jelas yang hendak i ·  ! 

' : dicapai; , :    1 ! ;:       · . .    . . . ,     ' .!  :··.    •• .· ... , : .  .;       • i :, •. J ; · ' : ' 
b. Asas kelembagaan atau org n .pembentuk yang tepat adalah .bahwa , :· : 

:, setiap   jenis·   peraturan    pe u'ndang-undangan  :.harus .•   
0  

dibuat :.! 'oleh, .:1  

' lembaga/pejabat pembentuk   peraturan '  perundang-undangan .: yang : ' r 
• berwenang.  Peraturan i p'erun   ng-undangan  tersebut dapat dibatalkan '. !:: 
, atau batal demi hukun), apabi   ' dibuat'oleh lembSga/pejabat yang tidak' 

., berwenang; !I . ::. ; .: .    · .  .     ; , . . .   , .  . : r •··· :. . 
c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan ad.alah,bahwa dalam : :+ 

, pembentukan peraturan p  undang-undangan :.·. harus · , benar-bena(: J '• 
· memperhatikan materi · muat n yang .tepat dengari •• jenis . peraturan·..' .! r 
.  perundang-undangannya; . : ' ...: ;: ' · 

d.Asas dapat dilaksanakan ad1 h bahwa setiap i)emntukan 'peraturan 

. ·: perundang-undangan.. harus   memperhitungkan .  efektifitas  , peraturan  , 

; perundang-u'ndangan  tersebu '  baik ' secara  filosofii,• yuridis  maupun. 

sosioiogis.  ;!    . '.  ::     : .· . .   . .  '    ,       . .     . ·     . .  .  .    :L: UJ:' ' 
1. ' Aspek Filosofis adalah te  ait dengan nilai-nilaietika dan moral yang': : 

· · berlaku di masyarakat. · P  raturan Daerah yang mempunyai tingkat  ' 

kepekaan'yang  tinggi  dib  ntuk  berdasarkan '·semua  nilai-,nilai, yang ' ; 

·· baik.yang ada dalain mas   rakat; · ,  : ·   ..   , ' , . •·  · ,.·. ..  ···•  ..  ;1::' ' ! ·.;' •;. . 
2. Aspel< Yuriclis adalah te ait landasan hukum yang menjadi°dasar;.' : 

'  kewenangan pembuatan raturan Daerah. ! ::: : •.,., ..·· ·. I' . 

3.  Aspek  Sosiologis :· adala   : terkait  dengan : bagaimana  Peratura!n' ' 
··1 . 1,   ·. .     ;      ' :. : · ;·. . ,. , ' 

Daerah yang disusun te  ebut dapat dipahami oleh masyarakat, 

sesuaidengan kenyataan     idup masyarakat yang bersangkutan.'   • 

• e. Asas  hasil : guna ,. dan : clay    guna  adalah  bahwa · setiap  peraturan 

' ; perundang-undangan  dibuat     arena' rnemang  t>enar-benar  dibutuhka'n' 

. : dan bennanfaat dalam' meng tur kehidupan berrnasyarakat, berbangsa 
11

 

: : :, dan bemegara; . .         · ·   · · · .:i   ·     · 

. . I 
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:··· ,, ,_ .:· _, I 

Asas kejelasan rumusan ·ad 

. . ' ., undangan harus memenuhi ersyaratan teknis penyusunan peraturan': ; 

·. perundang-u'ndangan;  Sistem tika · dan pilihan kata atau :: terminol0gi,! · 
•.  serta  bahasa  hukumriya  jela    dan mudah dimengerti, sehingga ,tidak :. 
' menimbulkan berbagaimacam interpretasidalam Pelaksanaanya.  : i : •· i ( :; '! 

I . . ' .   . ,. : . - ..!..,  : !, :·;: ! 

g. Asas keterbukaan adalah bah a dalam proses pembentukan peraturan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

':,: 

' ' perundang-undangan mulai renca'naan,;  persiapan,. penyusunari: dan :.:: 

. ' pembahasan  bersifat •• transp ran.. Dengan  dernikian ..  seluruh  lapi8an : .  

' masyarakat  mempunyal  ke empatan  yang : 'seluas-luasnya  . untuk · · 
· memberikan.I    masukan,   :d 1am   i pr?ses pembuatan ; · pera.tu'.8" • 

: perundangundangan;  )  ; ; ' · · :; :· :,·> :: . : i • T 
h. Asas materi muatan  adala  · materi .muatan' 'peraturan perundang 

.: undangan   menurut  Undang-  ndang  No. . 12 jahun 2011• : Tentang') 
. ; Pembentukan Peraturan Peru dangundangan harus menga.l'\dung asas- ' . 

· asas sebagai berikt ;.. .;· ... : . , .   ··.: · ·. • ··• · . ·.· . · •· . ·  · · .·.i:i·· '!:·: : ·[ !.,: : 
.'. 1. Asas. kekeluargaan  ada ah · mencerminkan . musyawarah .untuk 

mufakat dalam setiap pen ambilan keputusan; · :, · .  '  : i · ' : . 

Asas Ke'nusantaraan adal h bahWa setiap materi muatan Peratura ' · 

Daerah 'senan,tiasa .mem erhatikan . kepentingan seluruh. wila'yah 

Indonesia dan materi mu tan peraturan perundarig-undangari ·yang 

dibuat didaerah merupaka  bagian dari sisterri hukum nasional yang : 

. berdesari<an Pancasila; • ; ; ·   ,  ·' . .:i :· 

. A$as.Bhfnneka tunggal I adalah bahwa materi muatan Peraturan: 

Daerah harus memperhat kan keragaman penduduk, againa, suku 

dan golongan. kondisi kh sus daerah, dan budaya khususnya yang : 

menyangkut :  ; 'masalah-   asalah > : sensitif  dalam ' :   kehidupan ' 
bermasyarakat, berbangs  dan bemegara; . i: · · :.; . · ' 
Asas Keadifan adalah m  cerminkan keadilan secara proporsional 
bagi setiap warga riegara npa kecuali; . , •• ·.    . ..      . . . r ·• ,;;;    . •    ,L ·.: · 

: 5.  Asas kesamaan keduduk dalam hukum dan pemerintahanadalah . 
• bahwa setiap m,atel-i muat  nperaturan daerah tidak boleh berisihal  :·: 

. . '  hal yang bersifat membe akan berdasarkan latar belakang, antar'a ' 

. ' lain, againa, suku,' ras, gol ngan,: gender atau status sosial; 

. , 6.  Asas' ketertiban dan kep   tian hukum adalah bahwa setlap· mater.i 

' muatan i peraturan·: daera harus 'dapat  menimbulkan  ketertiba'n': ' 
:: . .: , ·.•  :: ;, '·  "  : ·  ., -' · ..·., :   •·l·"I. · ·..:_r ·i : 

< dalam masyarakat melalui ·aminan adanya kepastian hukum; ;:{ : : : ' T ,: ;; ··· 

. '• 7. Asas keseimbangan, kes rasian/ dan kese/arasan adalah bahwa ' i 
setiap  materi: 'muatan' eraturan ' daerah ; harus ' mencermin.kan ! 

keseimbangan,: . keserasia ' dari keselarasari, antara kepentingan', ;: 

.. indMdu cian masyarakat d ngan epentingan b8ngsa dan ne9ara: :rH :: 
: i 8. : Asas i;engayoman adala  memberikan pertindungan dalam rangka': . 
· menciptakan ketentraman asyarakat; ·• ' ' • . , •. ,, ·.  : .  :.: · . ; 1 : , . 

. : 9.  Asas  Kemanusiaan ad lah  mencerminkan perlindunganH Cla'nL a asi manusia serta.hakekat dan martabat :., . 
penghormatan hak'-hak 
setiap warga negara seca proporsional;·, :,: : . i ' ...· :::: :··, '..: : : .. :iJ ·) : 

' 10. Ases   kemanusiaan ad lah  mencerminkan' ' perlindurigan H da"n: ; i 
• !  •. '  .    •. . .• : : .   '     . . •· !·-   . ., •. 'i : - 

' . penghormatan hak-hak a asi manusia serta . harkat .dan martabat· ' · 
setiap warga negara 'seca proporsional;.i '  ' ' . 

iii ·<' . ' ' 
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· '  11. Asas · Kebangsaan .• adala 

Indonesia  yang  pluralisti dengan 

· Kesatuan Republik lndone ia: ··· : ·: ... 
1J1 , ,, :; ••:. :·. : •.. ···

 : ,,:,·:: ,• -·· 
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Sudikno  'Mertokusumo ; enyatakan' . bahw asas..asas ·,. h·kum 
·peraturan perundang-undangan ter ebut .sesuai Undang-undang Nomor, .12 : 

: rahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundangundangan,· dapat · 
.dikelompokan' menjadi 2 (dua) yak i Pertama, asas yang berkaitan dengan 

.pembentukan atau proses Peratura Perundang-undangan dan;KSdua, 'asas 
. .·.yang berkaitan dengan materi mua   n.atau substansi Peraturan Perundang- 

. undangan. :1· • '· ''   , · : •  .. · · · · ' ' ;., ·. : '· 

. . 'I : ·' . ' :. . . , .   , 

· ·.' 2.  Asas kepastla hukum (Rule o  Lw  rinciple) . . ·! ,·  . .  . 

Asas ini merupakan asas  yang  sangat Jundamental ,yang berlaku 
:disetiap  negara  hukum i yang  bert  uan  untuk  menjamin' bahwa  kepastian': : 

' hukum terwujud dalam , masyarak t. .· Hukum bertujuan untuk mewujudkSn ' !1 
0 

·.. ' kepastian dalam hubungan antar m nusia,' yaitu menjamin prediktabilitas,' dan . 
·: .juga bertujuan untuk mencegah bah a hak yang terkuat yang berlaku. Oengan '! ...    ,: 

,.·. dernooan,asas ini.dianggap periu u tuk dijadikan dasar dalam draft Raperda), 

... . Pembentukan· Badan· Usaha Milik e$a, .yang 'sematamata  untuk ' menjadi: :.: : 
· .· payung  hukurr1 bagi  pihak-pihak ang  berkepentingan  dalam  pengelolaa'n':d : 
'  Badan Usaha Milik Desa nantinya.  · . ·. : · · · · · ·.· '· · 

••   3• .Asas-asas umum pe'ngelolaan i ' . .• •• :1 ' 

. . Dalam •  rangka  mendukun 

: . penyelenggaraan ·  negara: · peng lolaan ·. keuangan ·•: Negara (termasuk. " '. 
. pengelolaan  keuangan 'daerah)  p rlu diselenggarakan  secara,. profes\onalJJ 

terbuka, dan bertanggung jawab es1iai: dengan aturan pokok yang telah ' : 

ditetapkan dalam Undang-Undang D sar 1945. .: .· , :: i '.: :;., ' ; i 
. Asas-asas: umum  pe'ngelo aan ' keuangan  negara .·dalam  arti..luas   .. 

,  sangat . diperlukan guna , ;menj min i terselenggaranya prinsip-r)nns1p'' ·' : . , . 

' pemerintahan daerah. Dengan dian tnya asas-asas umum teraebut di dalam  ·i 0: 
, undang•undang tentang keuangan n gara,!maka pelaksanaan undang-undang', :!, :' : I 

.ini 'selain· ·menjadi acuan ' dalam formasi .manajemen keuangan· negara,"': i · 
.  . sekaligus .·  dimaksudkan' . .untuk memperkokoh :. landasan . : pelaksanaan ., ; i: 

: : desentralisasi dan 'otoriomi daerah d Negara Kesatuan' Republik Indonesia.' : · l;}  > 

. Aturan'pokok keuangan ne ra da·n keuangan daerah telah dijabarkan" .:'i , ,. 

ke datam asas-asas um um, yang m tiputi: : ' , '   : : . .  :   ·   .:  ! .F: ; : ; :. : ' 
. ' a.  Asas Tahunan, memberi an persyaratan bahW& anggaran negara , 

. dibuat secara tahunan ya 9 harus mendapat persetujuan dari badan 

. _ · legislatif (DPR). . . , . ; .· , , .. ! i' · · ;,!  , ·    : . : : ! i! i 

·. b. Asas Universalitas '(kelen kapan),' memberikan batasan bahwa' tidak'·] 
. . · dipert<enankan terjadinya percampuran .antara Penerimaan 'negara i 

; dengan pengeluaran nega a.' , , . I '   : ; i i ' i!.< 

: c. Asas· Kesatuan me,mpe hankan hak budget dari ·dean secara · 
•I :;    .   ,: · ' : ·-' : •'. 1        •   ;. I . •         t t 

lengkap;1 berarti semua pengeluaran : harus. i tercantum dalam . 

anggaran. Oteh karena I anggaran merupakan anggaran bruto/: 
dimana yang dibukukan d lam anggaran'adalahjumlah brutonya.:Li!] ' 
Asas SPesialitas mensy atkan bahwa jenis, pengeluarari dimuat· , 
dalam  m'ata  ang.garan · tertentu/terseridiri ·, dan ·. diselenggarakan ' 

:j .... ·. . ' ' 
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secara konsisten baik .se  ra kualitatif maupun kuantitatif. Secara 

kuantitatif artinyajumlah y ng telah ditetapkan dalam mata angga'ran 

tertentu merupakan batas rtinggi dan tidak boleh' dilampaui. ' ' 
kualttatif berartiperigguna n' anggaran hanya dibenarkan untuk mata 
anggaran yang telah ditent  kan. !   ... · · ···    , · • ;.   , 

· · e. . Asas i Akuntabllitas' berori ntasi ; pada hasil, ' mengandung m'akna 

bahwa  !I setiap penggu a ·: ·anggaran wajib : ::  menjawab ' .i dan 

menerangkan kinerja org nisasi 'atas keberhasilan atau kegagalan' 
' •uetu program yang menja   Itanggungjawabnye.     ···    :·  ·' , ·· · , 

,Asas Profesionalitas ·men haruskan pengelolaan keuangan negara 

ditangani oleh tenaga yan  profesional.  : . ., . 

' ·• g. Asas Proporsional 'pada. f ngsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai 

dengan ,tingkat  prioritas  dan  tujuan.·yang .. ngin . dicapai.  A5as. 

' Proporsionalitas;  pengalo asian' ' anggaran ,• dilaksanakan  secara 
:: ;I ·· .-        · 1 1··: 1..; 

seimbang. : . • . r   . , , .    .    .  . '. '    i . .. 
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: h. ' Asas Keterb.ukaan : da am pengelolaan keuangan i  negara; ' 
' meWajibkan· adanya 'kete  ukaan dalam 'pembahasan, penetapari! 

: dan ' perhitungan ' anggar n serta ' atas ; hasil pengawasanioleh 
lembaga''audit yang indep nden.i   '   ·  .· :  ) .;,:  · i :     · I>. 

·Asas: Pemeriksaan Keua gan o.leh. badan pemeriksa' yang. bbas 

, dan 'ma'ndiri,. memberi . ewenangan .lebih ::  besar . pada Badan 

Pemeriku .·•• Keuangan·· u tuk . melaksanak&n . pemeliksaan atas 
pengelolaan keuangan nu ara secara objektif danindependen. 

Peraturan'i Perundang-un a'ngan . •.. terkait ., '· dengan  ::tata cara 
. . , .I ·-   ·. . : -  . . ··I . :·• •, i 

pembentukan BUM Desa Kabupa en Pangandaran adalah sebagai berikut: 
. . -:. .   ·. ! . .· :1    '.·      ·.   ·;i   ·:; : . :  ·=   <; '  : (  .· !,    :     .   i· :. ·- ·     .   ·:· ::::: -.·1 

I. Undang.Undang : ! :;( : , , ' : 

:   . :·     !!!· :'  .    · : ·.: ; :  :  i .:· : · · . ;: :::  ·: I 

·. 1. Undang-Undang i> Nomor ·: Tahun : 1999  Tentang  Penyelenggara 
Negara ya.g Bersihdan Be as'dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; n : 

2. Undang-Undang' Republk I donesia Nomor 28.Tahun: 1999 Jentang 
Penyelenggaraan Negara ang · Bersih Dan Bebas Dari·. Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme.     ·· · · , , ·     ·    · ' · 

3. Undang-Undang ·.:Nomor · .Tau' '2004   :Tentang 

Keuangan'Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Oaerah; · . 

Undang-undang Nomor 21     ahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah;• 

Undang-Undang Nomor 39  ahun 2008 tentang Kementerian Negara; 

Undang-Undang •· Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah ·dan 
Retribusi Daerah·. •· ·. : ! : • · ' ·. · '   • 

' '  ;:  ; . ; ,. I 

Undang-Undang  Nomor :  1 Tahun  2011 
Peraturan ·Perundang Unda gan;· : , 

: •  a. Undang-Undang' :Nomor ·•  2  . •.Tahun· 2012  Tentang . Pembentukan 
. Kabupaten Pangandaran Di  ropinsiJawa Barat ; i   · ,   .i y · • 

9. Undang-undang No 1Tahu 2013 tentang Lembag Keuangan Mikro; 
10. Undang-Undang Noor 6 T  hun 2014 tentang 0esa; .  ,     t J: J : .: • :1 

' 11.Undang-Undang ' Nomor 9 ahun 2015 Tentcing Perubahan Kedua 
· Atas Undang-Un.dang Norn r 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintatian 

Daerah.  · : - · · · · ·· · ·  ·· · ' · :! 

11. J>eraturan Pemerintah :• 
:I 

1 
'I 

'I 

:! 
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, .· . . .. ·I . , , '· . . 
. 1.Peraturan' Pemerintah Norn r 58 Tahun 2005 Tentang Perigelolaan 

Keuangan:'oaerah;  : ·, .. : ·   :' · , '   ''  · · ! :      : •' L.: t[ 
1 

. ;• 2. Peraturan I Pemerintah or  65  Tahu  2oos  Tentang 
. Penyusunan dan' Penetapan Stander Petayanan Minimal; , i ; 

: ': 3. Peraturan'l Pemerintah  No  or, 79 ,Tahun i2005  Tentang ·. Pedoman 

Pembinaan · dan . Penga asan , : Penyelenggaraan Pemerintahan 

;! ···•    Daerah;· 1   · ·•  .   ,:  '  :·, , ! . · t . ; ! . 

, ' 4. Peratu".8n 'I PerTlerintah: or 38! Tahun.·2007 .Tentang. P bagian 

Urusan Pemerintahan Anta a Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Propinsi dan Pemerintah Da rah KabupaterltKota; 

5. Peraturan! Pemerintah  No  or  43 , Tahun 2014  tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Unda g Nomor 6 Tahun'2014 Tentang Oesa; : ; , 

.,.    Ill.Peratura  Pslde . . . . ,  · ,  j'' ; · · :· . ! ' :"; ' : . ·i 

' 1. Pera\uran' Presiden  Nomo  ;1 Tahun 2007 · Tentang  Pengesahan, 

Pengundangan dari Penyeb rluasan Peraturan Perundang-Undangan: ; 

2. Peraturan: Presideni Nomo  ·12 Tahun 2015  tentang · Kementeria'ri ; : : 
. . Desa. Pebanguna Oaeta    Tertinggal,dan Trnsmigrasi. <i , i .: · ; ; 

'  IV. Peraturan  Menteri: • ·, · ;. · , · · ·    ' · ' ·    ·· · 

' ' .. , , 1. Peraturan'
1  

Menteri Dalam egeri ·• Nomor 
, •• Pedoman 'Pengelolaan Keu ngan Daerah;'. ' ·:··' i ,. '  I ••...·. i i .; I i i '  : 

' '· 2. Peraturan' Menteri ·oalam Negeri. Nomor. 1 Tahun 201 ··,: gt ;;::;! ( 
Pembentukan Produk  Huku         Daerah; . ! ' :::    : , . , : ·'·' 'i ' 

· , 3. PeratUran' Menteri  Dalam egeri Nomor' 114 Tahun 2014 tent8n9'. ', :i ' 
, Pedoan :Pembang.unan   o . : , . , ' · . ' ·: .  "' ·,, '' 
, 4, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik : Indonesia 
.. Tahun 2014 tentang Pengel  laan Keuangan Desa; ! : ' · :·..: ·''' 

· s. Peraturan' Menteri Desa·, .  Pembangunan Daeh Tertinggal, on· : ' 
Transmigasi ·Republik In  nesia  Nomor  1. Tahun 2015  Tentang' , ·i 

Pedoman Kewenangan Ber asarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan · •: ··, 
LokalBerkala Desa; 1       •      . ... : .•.         ..••  . 1 .• : , . 'j: : ,  ' ;Hn 

6. Peraturan'  Menteri  Desa,  Pembangunan  Oaerah  Tertinggal, Dan ·' L 
Transmigrasi Republik In  nesia : Nomor. 3 ,Tahun 2015 Tentang n 1

 

. Pendampinga  Desa;: · · i>: :'.    • . ·. · ,  : , ',. . : . (i;·.··r H·:.i •· ' 
1 

,  7. Peraturan , Menteri: Desa,Pembangunan  Daerah Tertinggal,'• , Dan ::: 

·Transmigrasi  Republik  Ir.   nesia  Nomor, 4 .Tahun  2015  Tentang ;J 
. 'I .  ;·  ' , ' .  '· :: .. : .  . . . · 

Pendirian; Pengurusan  Da  . Pengelolaan,'.Dan  Pembubaran  Sadan. : 

. : Usaha Milik Desa; ) •i · .:      .   i.' : . : • , · ii · i ; : : ;}fj·: 
8. Peraturan·' Menteri ·riesa, Pemba'ngunan oaerah Tertinggal,;' Dan'· . 

Transmigrasi . Noor :is T hun  201s. Tentang  Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa T un 2015. . ;. :· , ·  i ' ····    : · j ;. i : .: f' 

C,Kejian ' Terhadap  Praktik  Penye enggaraan; Kondisi:Yang ' Ada :.sertis'' 
Permasalahan Yang Dihadapl Ma      arakat ' ..  ' '.' .· . . ' ' 

Berkaitan·: dengan. cara p ndang otonomi desa yaitu Pelaksanaan ·:i 
;! '    ·' ' . ... . . ,. ' ' •' ' 

. otonomi desa yang nyata dan bert nggungjawab serta mempercepat proses 

, . . pembangunan ;dan pertumbuhan erekonomian .desa;  untuk meningkatkan 

. :, pendapatan asli desa, maka setia  daerah otonom melakukan upaya-Upaya 

' . terobosandan usaha-usaha untuk   emupuk sumber pendapatan desa dengan ' 

' ' tanpa'  membebani etapi !. membuka •. peluang ' usaha ' i yang ! 

. . . ..· ·1,·r11:i1 . 
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·• berbasiskan ekonomi desa yang sel 

•· ·adalah pembentukan BUM Desa.· 
1
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Kabupaten· Pangandara 

ProvinsiJaWa Barat yang dibentu berclasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2012 tentarig :Pembentu an Kabupaten· Pangandaran di Provinsi 

Jawa Barat,• letaknya .• berada di agian 'selatan Provinsi Jawa Barat, yang 

jaraknya dari :·:l       :   .i •  ,. ·;: ···    ,  . " · .    ' 

a.lbu Kota Negara (OKI Jakarta) 

b.lbu Kota Propinsi(Bandung) t 
c. Daerah lnduk (Ciamis) ±·100 K 

Secara geografis ···Kabu 

. batas wi ayah sebagai berikut : ' : 

Sebelah UtSra :Desa Ciulu, 0 sa Pasawahan, Desa Cikur)a Kecamatan 

Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Ptirw'eidadi, Desa Sidamulih 

Kecamatan J Pamarican' . Ka upaten ·: Ciamis : dan: :• Desa .Citalahab 
Kecamatan 'Karani;Jiaya, ; Des Cisarua Kecarriatan Cineam Kabupaten : 
Tasikmalaya < :, · !·  , •      .   .    .· .   · ·  .· ·•  . •   · ·   .· ·  · . . ,  •· . ;·   :  •.      ·;  : : ·  : . 

b. sebelah Timur : Desa Tamb ksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamurya .· 

· .· Kecamatan :f Kedungreja, · D sa · Sidamukti,' . Desa  Patimuan, ·; Desa 
Rawaapu, Desa ·Cinyawang,  Desa Purwodadi··  Kecamatan ··Patimuan 

Kabupaten Cilaeap Provinsi J wa Tengah.. ,; '·  : ;' . :•.  I '  !! I ;: ; 
Sebetah Se\atan: Samudef3  india. . : :_ ''.    ·  . ..: ::· · .. '· . ;"  ·:: :,:i: :::..:·:: ;;;       ! 

Sebelah ! Barat : : : Desa ' Pas ngrahan' Kecamatan : Cikatomas,' r Desa 

Neglasari,   Desa .;rawang,   Oesa l Panca ,wangi,  Desa  Mekaraari 

Kecamatan :;Pancatengah, D sa Cimanuk.Kecamatan Cikalong,· Desa 

Mulyasari Kecamatan SaIopa bupaten Tasikmaiaya. ·'·   ..      . ·; . . . : 

Profil  Daerah ··• Setda · Dae ah .· Otonom i Baru  (DOB) :. Kabui)at&ri .. 
Pangandaran Tahun 2014 ·  · .·:' :  :,1. , 

.  Topografi Kabupaten Pang ndara terdiri dari daerah dataran rendah 

dan perbukitan'' yang ter1etak di {dua) kecamatan yaitU Padaherang da'n• . 

·Mangunjaya, rbukitan dan dat ran rendah berpantai terletak di6 (enam): 

kecamatan yaitu Kalipuea'ng, Pa gandaran, Sidamulih, Parigi;Cijulang' dan : 

Cimerak,  serta · daerah i!  datar n ; tinggi; perbukitan • dengan i·top6grafi " 'i 

bergelombang :i yang:: terletak d .2 . (dua) ·. kecamatan: yaitu , Kecamatan· 
Langkaplanear:dan cigugur.·  .          ··  . , '   d ' • ':::J' 
· ···    ...                a) Lua Wilayah .  : .· .·        .  i  ; :       ..      ,     .    . ., ..    :    :j: , .,. ( :. : 

Luas wilayah Kabupaten Pa gandaran secara keseluruhan · mencapai :· 
. 168.444 Ha; yang terdiridari  uas Daratan 101.104 Ha dan' Luas Pantai .' 

·67.340 Ha. Luas darat?ndipe 

a. Sawah: 16.426,00 Ha 
···    b. Hutan :27.764,17.Ha 
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.1. DESA BATUMALANG 

2. DESA CIMERAK ; 

3·. DESA CIPARANTI ' 

.4. DESA KERTAHARJA ' 

5. DESA KERTAMUKTI ...    · 

6. DESA LEGOKJAWA : 

7. DESA.LIMUSGEDE : · 

8. DESA MASAWAH ., •... 
9. OESA MEKARSARI : :· .···    ... 

10. DESA.SINDANGSARI J 
11. DESA SUKAJAYA ' ;.  ! 

1. DESA BAGOLO 

2. DESA BANJARHARJA . 

3. DESA CIBULUH·. 

4. DESA CIPARAKAN. ;: 

5. DESA EMPLAK , .· 
6. DESA KALIPUCANG :• · 

7. DESA PAMOTAN 

8. DESA PUTRPINGGAN 

9. DESA TUNGGILIS : : 



< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. DESA JANGRAGA 

2. DESA KERTAJAYA 

3. DESA MANGUNJAYA 

4. DESA SINDANGJAYA 
5. DESA SUKAMAJU ' : : ·. 

.1. DESA BOJONGSARI I 

2. DESA CIBOGO :  : 

3. DESA CIGANJENG. 

4. OESA KARANGMULYA 

5. DESA KARANGPAWITAN. 

6.. DESA KARANGSARI : :'i 

7. DESA KEDUNGWULUH 
8, OESA MARUYUNGSARI . . 

9. DESA PADAHERANG 

• . I 10. DESA PALEOAH 

11. DESA PANYUTRAN 
12. DESA PASIRGEULIS . 

13. DESA SINDANGWANGI 

.14. DESASUKANAGARA : ·.· . 
 
 
 
 
 

1. DESA BABAKAN 

··· 2. DESA PAGERGUNUNG :' 

3. OESA PANANJUNG' · 

4. DESA PANGANDARAN 

5. DESA  PURBAHAYU . 
6. DESA SIDOMULYO i, . 

7. DESA SUKAHURIP  :· 
8. DESA WONOHARJo ··· 

1. DESA BOJONG . 

2.' DESA CIBENDA : 

3. DESA CILIANG: 

4. DESA CINTARATU 
5. DESA CINTAKARYA : · 
. • :.·  :·1 ::: 

6. DESA KARANGBENDA' . 

7. DESA KARANGJALANDI 
a.DESA  PARAKANMANGGU 

9. DESA PARIGI : · ' 

·10. DESA SELASARI 



 
 

 
ii 
T ,. 

KECAMATAN 

SIDAMULIH 

 

 
.1;DESA CIKALONG . : 

2. DESA CIKEMBULAN •. 
3. OESA KALIJATI•.• .. 

4. DESA KERSARATU ' · 
5. OESA PAJATENSA !:: 

6. DESA SIDAMULIH .:: 

7. DESA SUKARESIK .• : . 
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Kabupaten 

Pangaridaran 

 
 
 
 
 
 
 

.• ··   Bidang  . 

··•· ···       Unggulan 

·Bldang 

Pertanian 
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: :ii 
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; i ' i ' ., , . . :...i    I . • .   . , 

• Potensi pertanian ya g nilainya cukup dominanadalah : 
•.·Produksipadisawah merupakan komoditas utama. sektor:L; · : J , 

· pertanian di Kabupa   n Pangandaran. Komoditi ta'narnan ' ·• : i ' i: 
•· pangari  yang . saa: ini . berkembang ' dan ' rnempunya(·: ..  ' 

· prospek serta peluan pasar yang cukup baik diantaranya • : ! 

padi,jagung, kacang anah,' kaeang kedelai,kacang hijau;: : ' , · 
ubi kayu dan ubi j larj  Pernasaran, komoditiini sudah' : , 

. dapat mernenuhi keb tuhan lokal diPangandaran bahkan', 

• menembus pasar di I ar Pangandaran. :.•• ' '· . · :!! ; 
Produksi ,;  perkebun  n : . di  :· Kabupaten :  Pangandaran' 

· didominasi' oleh ko ditas ke1apa,·kakao·,eengkeh,'. den· · 

.·. .    . kopi' yang   rnenjad   • komoditas   andalan   perkebunan! ' 

:::    dengan pangsa pasa  ekspor.· · 
!: •·   ' 
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. ·' . . .· . i.·...: ... .: 

Potensi  peternakan  di , Kabupaten ! Pagandaran :·yang , : i 
telah berkembang a alah· temak sapi,: kerbau, domba,]:': 

i<ambing, 'ayam ras   an ayam buras. untuk· temak sapi i;. : . : 
. . . ·' .J..., 

usaha yang. dikemb    gkan selain berupa penggemukan i :·' 

juga sudati dikemba   kan pembibitan,baik me1a1u1 kawinF : . : 
: alami maupun' kawin  untlk (lnseminasi Buatan). ,  : : : .: '·. 

• Potensi · .: perikanan  , dan : .• kelautan : .• · di : Kabupaten ! : : : 

. Pangandaran " cukup prospektif dan dapat memberikan : ' . . 

kontrtbual terhadap p nlngkatan pende.petan · 
,Wilayah Setatan K bupaten Pangandaran · "'""'-n"•'llle! n 
: tangsung dengan s 'udera Indonesia yang berada.di 6 i 
kecamatan, ' 22  de a . deng'an  panjang  garis ' pantai ! : ' ; 

mencapai :91 Km ang . terbentang : dali . Kecamatan1:;': 

. . Kalipueang smpai d ngan. Kecamatan Cimerak,·dengen' : · . 

adanya garis : pa tai ' tersebut maka : Kabupaten i 

Pangandaran ·: memil i wilayah laut seluas. 67.340. Ha' 

dantambak air paya seluas.600 Ha. KiatSn Perikanan:· 

yans banyak· · diusa akan ! di Kabupaten Pangandaran : 

adalah budidaya per kanan' air payau (kolam air tenang, i· 

. kolam air deras, : ina  padi, keramba  jaring ·apung)J' 

' dengan  komoditi  y g: diusahakan antara  lain :.: ikan; :<' r ; 

. gurame, nila gift,  m S,  tawes; nilemdan udang .windu.T • 

Kotnoditas unggulan perikanan air payau saat ini paling 
, berkembang pada at ini adalah budidaya ' udang windu. 

' ., ···.. '  .' . ' , , .·· I 

ditandai dengan  se  akin; banyaknya : pengusaha :" dan 
tambak budidaya ud ng windu. K8bupaten 

, dari subsekto'r perik nan laut diantaranyalobster, 

. merah,bawal, udang jerbung dan layur. ' .·    ' • . •  '·.. ·i •• ' 

Pengembangan ko oditi ; . kehutanan · di  °Kabup'aten 

Pangandaran· berup  hutan negara seh.ias 16.524.89 Ha' 

'· terdiri .dari  hutan  k    servasi seluas 494,7. Ha .(dikelola' ·· 

,. oleh  BKSDA Jabar  Wilayah  Ill),  dan hutan  produksi 

· seluas 16.030,19 Ha  sedangkan luas hutan rakyat/kebun 

'rakyat di Kabupaten Pangandaran adalah 11.239,28. Ha.' 
: : ' . ; ': ·. '· . ·I 

Potensi. kehutanan I innya adalah bambu,sutera alam,' 

jamur kayu dan leba madu..'• •• : ' '  .  ' .  .., .·.:  . • : ' 
Poterisi .· lndustri ya g ada di  Kabupten Pangandaran' 

meliputi lndustri Ma anan, lndustri tekstil, 'dan lndustri • 
•, Barang Kayu.'  · · · •• '  ·  , ·  T 

·. Bidang , Seeara    umum 

: Pertambangan 
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lanjut  untuk . menda 
1 

Kabupaten Pangand 

kelestarian lingkunga 

Kab'upaten' Panga 
Pariwisata',' ;  rdasa 

•Tah'un 2009 entang 

di Kabupaten': Pang 

kategori, yaitu sebag 

: 1) Destinasi Wisata   lam : · ·· , 
• .   " • .,. "    ..... •.  .1 • 

33 okasi ( Sepe i Grand Canyon Cukang Taneuh,' 

' :  Pantai i Pangand  an·,· Cagar . alam, ; Batu ":Karas,· 

, I  Madasari, Karapy , Putra Reregan, 'sindang l.awang,· 
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' '   dll).; . ·, ·: '  . ;. . . :; : . 

2) OestinasiWisata   udaya : : ' . · . 

. i  20 . Lokasi :(Sepe i Hajat Laut, Ronggeng. Gunung/ 
:  Festival Layang - yang, dll). 

·3) · :Destinsi Wisata  uatan : · ' 

1s · .  LokasL  · cs perti 1 . Goa · J o6nan,Temngan i' ' . 
Wilhelmina,; . :Goa  Jepang, : Water ..  Park,dll). ' Untuk i < · 
meningkatka da  . tarik wisata, m'aka diagendakan i 

berbagai event k pariwisataan seperti ' :Pangandaran : 

International' ; Ki e '•. · Festival, . . · : Body · · Rafting, 

Adventure,Hajat L ut,' Pasang Giri Mojang dan 'Jajaka,' 
Putra Putri. Pari  sata, .'Bola· Volley .· Pantai, ·Lomba 

Dayung, Karnaval Perahu. Hias, Lomba Balap Kuda, 
··Lomba· Ketangka n'. Ka·mbing, Fox . Hunting,,Wisata 

l.intas Alam.• Haja Bumi, Babarit 'dan· SYukur Pesisir, 

Lomba Mancing d n Kontes Bun.ing Berkicau.< :. •·• ' 
::: :; i  ·.." ! I ·r 

'!I 

DATA PEMBAGIAN JENIS PARI 

DAYA TARIK WISATA ALAM 

NO.  DAYA TARIK LOKASI 
. Hutan Mangroove 'i 
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!.i  ::i  : 

Kawasan ii· ..  . : .. 
Rehabilitasi hutan· 
bakau: : iii 

1 

Ekosistem ! 

Laguna ·1
! 

Stalagmit  dan 

Stalagtit Cukang . 

Tanuh •   . iii    .    · ! 

Lagoon . ;1 

Cikembula ... 

Pantai Karng  ·: 
N·

I
n·

1 
·
•· ·.:, !' . 

Pantai Lembah 
Puteri. :1 

,,, 

_   ;1 
 

:! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Matras : .· :I .·· 

, I 

Mata Air Panas  .., . 

Sukahurip 'I    . ! • 

Mata Air '! . : 
:i . 

. Citumang  ,!  ·· 

· Pantai Batuhiu . 

· Pasir putih!I .·.. , 

' . ' i > 
Goa  anang 

.· :  l 
. Batu Layar:i 

' .·. 
 
 

; :· 

; i! 

Batu Mandi <• 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SeniTari Sintren 

Seni Mu'sik·: 

Kentongani 
Seni Musik., 

Rebana :I ... 

Makam Ziarah 

Kramat . • :I 

Seni Musik · 

Gondang ·:j 
·. Wayang Kulit. 

Seni Kuda '! 
Lumping :1 · 

:I . 

12 Senitari Tayub · 
dan Ja.neng · 

13 Hajat Laut 1. 

Muharam :1 . 
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15 •• 

16 Pencak Silat 

17. Ngadu Domba · 

18 Ngadu Bagong · 


